


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan
kekuasaanya sehingga dapat menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Blitar tahun 2025. Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh
Pemerintah Kota Blitar selama tahun 2025 dengan hasil-hasil yang telah
dicapai berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pencapaian
kinerja ini adalah berkat kerja keras seluruh jajaran Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Blitar, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan
di Kota Blitar dengan mengoptimalkan sumberdaya manusia dan anggaran
yang ada.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan menjadi sarana
evaluasi atas pencapaian kinerja sekaligus sebagai bahan perbaikan untuk
kinerja yang lebih baik lagi di masa yang akan datang serta bahan

penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
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~_w"Bencana rah Kota Blitar

 AGUS SUHEKLI, S.H.

____~ Pémbiya Tk. I
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IKHTISAR RINGKASAN

Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Blitar, sebagai Organisasi Perangkat Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Blitar, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota
Blitar melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Walikota
melaksanakan urusan pemerintahan trantibum serta perlindungan
masyarakat sub-bidang/urusan penanggulangan bencana yang menjadi
kewenangan daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar sendiri

menjalankan fungsi di antaranya:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif
dan efisien;

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan,
kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi,
logistik dan peralatan; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar
Tahun 2021-2026 adalah: “Terwujudnya Kota Blitar Keren Unggul,
Makmur dan Bermartabat”.

Adapun Misi Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender
dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat
Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.

3. Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif,
Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.

4. Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan

Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.
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5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis
Teknologi Informasi.

Adapun tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Blitar di dalam mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar ditujukan untuk

mewujudkan Misi Keempat Kota Blitar : Meningkatkan Infrastruktur dan

Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan,,

diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TUJUAN SASARAN

URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR
Meningkatnya Indeks Meningkatnya Indeks Kapasitas
Kapasitas Ketahanan Kapasitas Daerah
Ketangguhan Daerah (IKD) Daerah dalam
Terhadap Menghadapi
Bencana Bencana
Meningkatnya Nilai SAKIP Meningkatnya Nilai SAKIP
Tata Kelola Perangkat Kinerja Perangkat
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Daerah Daerah

Sebagai tindaklanjut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Blitar menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2025. Rencana kinerja tersebut
diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan
komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam
melakukan kinerjanya guna mencapai sasaran strategis selama tahun 2025.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar
merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sasaran strategis/kinerja
utama yang didukung berbagai program dan kegiatan pada Tahun Anggaran
2025 dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 4.770.732.359 (Empat
miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga
ratus lima puluh sembilan rupiah), yang penjabarannya tersaji pada tabel

alokasi anggaran belanja dan realisasinya di bawah ini:
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No.

URAIAN PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB-
KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI
(Rp)

%

2

3

4

PROGRAM
PENANGGULANGAN
BENCANA

994.478.260,27

815.238.078

81,98

1.1

Pelayanan Informasi
Rawan Bencana
Kabupaten / Kota

288.641.000

221.851.752

76,86

1.1.1

Sosialisasi,
Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE)
Rawan Bencana
Kabupaten / Kota (Per
Jenis Ancaman
Bencana)

138.641.000

122.896.752

88,64

1.1.2

Penyusunan Kajian
Risiko Bencana
Kabupaten/Kota

150.000.000

98.955.000

65,97

1.2

Pelayanan
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana

491.890.360,27

440.468.485

89,55

1.2.1

Penguatan Kapasitas
Kawasan untuk
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan

212.105.400

197.585.580

93,15

1.2.2

Pengembangan
Kapasitas Tim Reaksi
Cepat (TRC) Bencana
Kabupaten / Kota

24.487.004

13.024.600

53,19

1.2.3

Penyusunan Rencana
Penanggulangan
Kedaruratan Bencana

59.960.000

57.344.491

95,64

1.2.4

Pengendalian Operasi
dan Penyediaan
Sarana Prasarana
Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
Kabupaten /Kota

163.879.056,27

147.507.906

90,01

1.2.5

Pelatihan Pencegahan
dan Mitigasi Bencana
Kabupaten /Kota

31.458.900

25.005.908

79,49

1.3

Pelayanan
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban
Bencana

92.064.200

73.978.255

80,36
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1.3.1

Pencarian,
Pertolongan, dan
Evakuasi Korban
Bencana
Kabupaten/Kota

57.288.200

45.396.750

79.24

1.3.2

Penyediaan Logistik
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban
Bencana
Kabupaten/Kota

34.776.000

28.581.505

82,19

1.4

Penataan Sistem
Dasar
Penanggulangan
Bencana

121.882.700

78.939.586

64,77

1.4.1

Kerjasama Antar
Lembaga dan
Kemitraan dalam
Penanggulangan
Bencana
Kabupaten /Kota

39.175.400

30.076.086

76,77

1.4.2

Bimbingan Teknis
Pasca Bencana
Kabupaten / Kota

82.707.300

48.863.500

59,08

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

3.776.254.098,73

3.445.692.703

91,25

2.1.

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

6.388.900

5.934.800

92,89

2.1.1

Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

2.684.300

2.470.900

92,05

2.1.2

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

3.704.600

3.463.900

93,50

2.2.

Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

2.370.112.974

2.153.552.158

90,86

2.2.1

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

2.366.403.974

2.150.154.158

90,86

2.2.2

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran

3.709.000

3.398.000

91,61




2.3.

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

161.072.610

113.555.119

70,50

2.3.1

Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya

30.944.600

30.396.119

98,23

2.3.2

Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan

130.128.010

83.159.000

63,91

2.4.

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

206.726.228

190.617.447

92,21

2.4.1

Penyediaan Komponen
Instalasi

Listrik /Penerangan
Bangunan Kantor

17.102.500

16.210.995

94,79

2.4.2

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

22.184.700

17.421.783

78,53

2.4.3

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

11.218.700

8.582.292

76,50
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Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

20.732.390

20.267.600

97,76

2.4.5

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

21.315.238

14.684.873

68,89

2.4.6

Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

5.400.000

4.920.000

91,11

2.4.7

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

108.772.700

108.529.904

99,77

2.5

Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

102.014.200

93.208.649

91,37

2.5.1

Pengadaan Mebel

25.148.000

24.149.999

96,03

2.5.2

Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

76.866.200

69.058.650

89,84

2.6

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

612.627.987

583.040.691

95,17

2.6.1

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

77.570.487

62.779.804

80,93

2.6.2

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

535.057.500

520.260.887

97,23

2.7

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

317.311.199,73

305.783.839

96,37
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2.7.1

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

117.100.800

111.625.343

95,32

2.7.2

Pemeliharaan Mebel

7.990.000

7.605.000

95,18

2.7.3

Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

49.195.000

46.629.496

94,78

2.7.4

Pemeliharaan/Rehabili
tasi Gedung kantor
atau Bangunan
Lainnya

52.975.800

52.068.000

98,29

2.7.5

Pemeliharaan/Rehabili
tasi Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung kantor atau
Bangunan Lainnya

90.049.599,73

87.856.000

97,56

JUMLAH

4.770.732.359

4.260.930.781

89,31

Selanjutnya realisasi dan capaian sasaran strategis dijabarkan melalui

tabel sebagai berikut:

No Sasaran Target | Realisa % % Tingkat
si Capaian | Penyerap | Efisiensi
Kinerja an
Uraian Indikator
Anggaran
1 | Meningkatnya | Indeks 0,59 0,41 69,49 81,98 0,85
Kapasitas Kapasitas
Daerah dalam | Daerah
Menghadapi
Bencana
2 | Meningkatnya | Nilai 84,81 85,34 100,62 91,25 1,1
Kinerja SAKIP
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan

keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah

ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Blitar Tahun 2025 dapat dikatakan baik walaupun masih dijumpai

adanya kendala/hambatan di dalam pelaksanaannya
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden RI Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
menempatkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah
satu tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau bahkan sebuah
kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Sebagaimana ditetapkan dalam Permen-PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap
Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap akhir tahun anggaran sebagai sebuah
bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan, program dan
kebijakan selama satu tahun anggaran.

Di samping sebagai kewajiban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) pada hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam
rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas, dalam arti
mengalami peningkatan/penurunan, baik dari sisi pelaksanaan maupun
hasil-hasilnya. Dapat dikatakan pula bahwa LKjIP merupakan bentuk
pertanggungjawaban konkret atas penyelenggaraan program dan kegiatan
yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025 sendiri
dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat
pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja
organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah. Di
dalamnya, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab
(responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun
amanah, terkait dengan berbagai sumber daya yang digunakan untuk
mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, laporan

kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar diharapkan
1



dapat menjadi:
1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja;
2. Wahana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
3. Daya dorong (supporting unit) bagi OPD lain untuk menyelenggarakan
tugas umum dan pembangunan daerah secara baik sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, sebagai Organisasi
Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Walikota Blitar melalui Sekretaris
Daerah dengan tugas membantu Walikota melaksanakan wurusan
pemerintahan trantibum serta perlindungan masyarakat sub-
bidang/urusan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan
daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar menjalankan
fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif
dan efisien;

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan,
kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi,
logistik dan peralatan; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar juga

menjalankan tugas atau kewenangan sebagai berikut:



1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan
setara;

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

3. Menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

4. Menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

5. Menetapkan prosedur penyelenggaraan pencegahan, kesiapsiagaan
dan penanggulangan bencana pada wilayahnya;

6. Menetapkan prosedur penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

7. Melaksanakan penataan sistem dasar penanggulangan bencana;

8. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada
Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat
dalam kondisi darurat bencana;

9. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

10. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

11. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Blitar, terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat Badan, 2 (dua) Bidang, 1 (satu)
Sub-Bagian, Unsur Pelaksana, dan Unsur Pengarah, sebagaimana

diterangkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar
(Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022)

KEPALA BADAN

1 UEVSS[”;RA;];F GARAH: UNSUR PELAKSANA
: KEPALA PELAKSANA
2. PROFESIONAL/AHLI
BPBD
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN SUBBAG UMUM,
FUNGSIONAL KEUANGAN DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG PENCEGAHAN, BIDANG KEDARURATAN,
KESIAPSIAGAAN DAN REHABILITASI DAN
LOGISTIK REKONSTRUKSI

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Blitar, terdiri dari:

o Kepala Badan.

o Unsur Pelaksana (Kepala Pelaksana BPBD), membawabhi:

- Kelompok Jabatan Fungsional.

o Unsur Pengarah (Instansi dan Profesional/Ahli)

. Sekretariat Pelaksana, membawahi:




- Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
o Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik.

o Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

SUMBER DAYA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA BLITAR

1. Sumber Daya Manusia
Sesuai dengan struktur organisasi diatas, komposisi Pegawai Negeri
Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada
Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan kualifikasi pendidikan :

- S3 berjumlah Do- orang
- S2 berjumlah Do orang
- S1 berjumlah : 12 orang
- D3 berjumlah Do orang
- SLTA berjumlah : 3 orang
- SLTP berjumlah Do orang

b. Berdasarkan pangkat dan golongan sebagai berikut :
- Pembina Utama Muda (IV/c) : - orang
- Pembina Tk. I (IV/b) : 1 orang
- Pembina (IV/a) : 3 orang
- Penata Tk. I (III/d) : 3 orang
- Penata (III/c) : - orang
- Penata Muda Tk. I (III/b) : - orang
- Penata Muda (III/a) : S orang
- Pengatur Tk. I (II/d) : 1 orang
- Pengatur (II/c) : - orang
- Pengatur Muda Tk. I (II/b) : - orang
- Pengatur Muda (II/a) : - orang
- Juru Tk. I (I/d) : - orang
- Juru (I/c) - orang
- Juru Muda Tk. I (I/b) - orang
- Juru Muda (I/a) - orang

- Penata Muda (IX) : 2 orang



c. Jabatan Struktural dan Fungsional yang terdapat pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar terdiri dari :

- Eselon II/a

- Eselon II/b

- Eselon III/a

orang
orang
orang

- Eselon IV/a

1
1

- Eselon llI/b : 2 orang
1 orang
2

- Fungsional orang

Penyetaraan

1  Berdasarkan jenis kelamin :

- Laki-laki : 8 orang
- Perempuan : 7 orang
2 Berdasarkan Diklat Struktural dan Fungsional :
- Diklat Pim IV : 3 orang
- Diklat Pim III : 4 orang
- Diklat Pim II : 1 orang
- Diklat : 1 orang
Fungsional

Sumber: Data Tahun 2025

Dukungan Personil Lainnya /THL :

THL (URC, Pusdalops, Keamanan, Kebersihan, 15 Orang
Pelayanan Umum)




Diagram 1.1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan
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Diagram 1.1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
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Diagram 1.1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pejabat
Struktural/Fungsional

1
N
0
Pejabat Struktural JFT JFU

M Laki-Laki Perempuan

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)
Tahun 2025 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada Tahun 2025, dengan
tujuan:

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah
maupun masyarakat;

2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan serta
kinerja periode yang akan datang;

4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang
akan datang;

S. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah
untuk meningkatkan kinerjanya;

6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan
yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama

tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan



partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1.

10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal;



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 -
2026;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun
2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Blitar;
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20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator
Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor
12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar
Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;

21. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

22. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

24. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025;

25. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2025.
E. Aspek-aspek Strategis

Aspek-aspek strategis yang mendukung pencapaian Indikator

Kinerja Utama Perangkat Daerah, meliputi:

Tabel 1.1
Aspek-aspek Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Blitar Tahun 2025

Internal Eksternal
(+) Kekuatan (+) Peluang
1. Program kerja OPD yang 1. Landasan hukum
tersusun penyelenggaraan penanganan
2. Telaksananya inventarisasi, bencana dari tingkat pusat
pengolahan, penyajian dan hingga daerah
pemeliharaan data 2. Semakin besarnya perhatian dari
3. Tersedianya pengendalian, Pemerintah maupun masyarakat
monitoring, dan evaluasi akan perlunya kesadaran dalam
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program

4. Laporan akuntabilitas yang

tersusun

hal pengurangan resiko bencana

3. Mulai tingginya koordinasi dan

Kerjasama antar pemangku
kepentingan (Stakeholders)

(-) Kelemahan

(-) Ancaman

1. Kurangnya jumlah SDM dengan
kompetensi yang memadai
untuk menyelenggarakan
penanggulangan bencana

2. Kurang optimalnya koordinasi

dan komunikasi antar
pemangku kepentingan
(stakeholders) dalam
penyelenggaraan
penanggulangan bencana

1. Kendala sosialisasi paradigma

baru karena masih banyaknya
masyarakat belum memahami
pentingnya kegiatan
penanggulangan bencana

. Besarnya kebutuhan

pengembangan kapasitas yang
merupakan kemampuan internal
organisasi dalam
penanggulangan bencana

3. Perlunya alokasi anggaran yang
ideal dalam mengatasi
permasalahan penanggulangan
bencana

F. Isu-isu Strategis

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Blitar dalam melaksanakan urusannya, permasalahan yang

dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1.

Rendahnya kesadaran atau minimnya pengetahuan masyarakat tentang
pentingnya pencegahan dan penanggulangan bencana;

Minimnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana yang
memadai dan sesuai dengan standar minimal BNPB;

Belum optimalnya sosialisasi terhadap masyarakat maupun komunitas
dunia usaha dalam rangka penanggulangan bencana; dan

Terbatasnya SDM kebencanaan yang memiliki kompetensi.

Adapun, isu-isu strategis yang terkait dengan kebencanaan di

antaranya:

1.

. Mengedukasi

Penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana yang memadai
sesuai dengan standar minimal BNPB;
aktif

membentuk kelurahan

masyarakat agar dapat Dberperan dalam

penanggulangan bencana dengan dan

kecamatan tangguh bencana;
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3. Peningkatan kapasitas SDM, baik secara mandiri maupun dengan
mengikuti program - program yang diselenggarakan oleh Pusat dan
Pemerintah Propinsi;

4. Peningkatan fungsi koordinatif BPBD Kota Blitar dalam penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana untuk merangkul semua pemangku
kepentingan penanggulangan bencana, baik di internal pemerintah,
maupun lembaga - lembaga terkait kebencanaan, swasta, dan

masyarakat;
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021 - 2026

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2025 secara sistematis
dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain,
kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan ke depan.
Sehingga, tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Blitar pada tahun 2025 dan seterusnya dapat mendukung perwujudan Visi
dan Misi Kota Blitar.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun
2021-2026 adalah: “Terwujudnya Kota Blitar Keren Unggul, Makmur dan
Bermartabat”.

Adapun Misi Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender
dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat
Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.

3. Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif,
Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.

4. Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan
Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.

5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis
Teknologi Informasi.

Visi dan Misi Kota Blitar tersebut kemudian menghasilkan Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yang memuat tujuan,
sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang
akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Erat kaitannya dengan
pencapaian Visi dan Misi Kota Blitar tersebut, maka dokumen perencanaan
strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar harus dapat
mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada
serta dapat diimplementasikan dalam Rencana Kerja Tahunan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar.
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Adapun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Tujuan, Sasaran

serta Indikator Sasaran pada Misi Keempat Kota Blitar: Meningkatkan

Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan

Berkeadilan, dan berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar kemudian diuraikan dalam

Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar

Tahun 2025

RPJMD TAHUN 2021 - 2026
VISI :
Terwujudnya Kota Blitar
Keren, Unggul, Makmur
dan Bermartabat

MISI 4 :
Meningkatkan Infrastruktur
dan Tata Ruang yang
Berwawasan Lingkungan
Hidup dan Berkeadilan

TUJUAN :
Meningkatnya Kualitas
Lingkungan Hidup

SASARAN :
Meningkatnya Kapasitas
Ketangguhan terhadap
Bencana

RENSTRA TAHUN 2021 - 2026
TUJUAN :

1. Meningkatnya Kapasitas
Ketangguhan terhadap
Bencana

2. Meningkatnya Tata Kelola
Perangkat Daerah

INDIKATOR :
1. Indeks Ketahanan Daerah
2. Nilai SAKIP Perangkat
Daerah

SASARAN :

1. Meningkatnya Kapasitas
Daerah dalam Menghadapi
Bencana

2. Meningkatnya Kinerja
Perangkat Daerah

INDIKATOR :
1. Indeks Kapasitas Daerah
2. Nilai SAKIP Perangkat
Daerah

PROGRAM :
1. Program Penanggulangan
Bencana
2. Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota
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B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Blitar adalah penjabaran dari sasaran strategis dan program
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026. Rencana kinerja tersebut
diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan
komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam
pelaksanaan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2025.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, tranparansi, dan Kinerja
Aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian
penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja
penerima amanabh;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Blitar Tahun 2025 diuraikan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut:
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Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar

Tahun 2025
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. | Meningkatnya Kapasitas | Indeks Kapasitas Daerah 0.59
Daerah dalam
Menghadapi Bencana
2. | Meningkatnya Kinerja Nilai SAKIP Perangkat A (84,81)
Perangkat Daerah Daerah
No. Program Anggaran (Rp.) Keterangan
1. | Program Penanggulangan 994.478.260,27 | Dana Transfer
Bencana Umum-Dana
Alokasi Umum
2. | Program Penunjang 3.776.254.098,73 | Dana Transfer
Urusan Pemerintahan Umum-Dana
Daerah Kabupaten / Kota Alokasi Umum
JUMLAH 4.770.732.359,00

C. Proges Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP Tahun 2024

Sebagai bentuk keberlanjutan atas pencapaian kinerja Sekretariat

Daerah tahun 2024, maka sudah ditetapkan langkah-langkah perbaikan

dalam rangka pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya atas

kendala atau permasalahan yang dihadapi. Guna mengetahui progress

langkah-langkah perbaikan tersebut, maka perlu kami laporkan hasilnya

sebagai berikut:

Tabel 2.3
Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP Tahun 2024
No | Permasalahan/ Strategi / Tindak Pemetaan Progres Keterangan
Kendala yang Lanjut Program/
dihadapi Kegiatan/Sub Sudah Belum
Kegiatan
1 | Belum Pada tahun 2024 -Program N Pada 16
tersusunnya dilaksanakan penanggulangan Oktober 2025
Perda pembahasan di Bencana telah
penyelenggaraan DPRD -Kegiatan Penataan ditetapkan
penanggulangan Sistem Dasar Perda Kota
bencana Penanggulangan Blitar Nomor 7
Bencana Tahun 2025
-Sub Kegiatan tentang
Kerjasama Antar penyelenggara
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No | Permasalahan/ Strategi / Tindak Pemetaan Progres Keterangan
Kendala yang Lanjut Program/
dihadapi Kegiatan/Sub Sudah | Belum
Kegiatan
Lembaga dan an
Kemitraan dalam penanggulang
Penanggulangan an bencana
Bencana
2 | Kurangnya - Melakukan V Telah
koordinasi rapat melakukan
dengan OPD koordinasi rapat
terkait tentang dengan OPD koordinasi
pentingnya terkait tentang dengan OPD
pemenuhan pentingnya terkait dan
dokumen dan pemenuhan lintas sektor
kelengkapan dokumen dan
bukti dukung kelengkapan
untuk pengisian bukti dukung
IKD Tahun 2025 untuk
pengisian IKD
3 | Pentingnya - Menyelengga \ Telah
menyelenggaraka rakan FGD menyelenggara
n FGD untuk agar secara kan FGD yang
memvalidasi data simultan dan dihadiri OPD
secara partisipatif berkelanjutan terkait dan
bersama meminta lintas sektor
stakeholder stakeholder
menyisir
Kembali hasil
evaluasi tahun
sebelumnya
untuk
ditingkatkan
kinerja output
masing-masing
variabel dari
setiap indikator
4 | Kurangnya - Mereviu kembali | - Program N Telah mereviu
komitmen mulai dokumen Penunjang Urusan dokumen
dari pimpinan perencanaan Pemerintahan perencanaan
sampai dengan Daerah tahun 2025
pelaksana - Kegiatan meliputi
perangkat daerah Perencanaan, penetapan
untuk terus Penganggaran, target kinerja
menumbuhkan dan Evaluasi dengan
budaya kinerja Kinerja Perangkat memanfaatkan
melalui Daerah capaian tahun
penerapan SAKIP - Sub Kegiatan sebelumnya
terutama Penyusunan maupun
membudayakan Dokumen sumber data
monev kinerja Perencanaan lain yang
berjenjang Perangkat Daerah relevan antara
lain pada
dokumen
Perubahan
Renja dan
Perubahan
Perjanjian
Kinerja (PK)
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No | Permasalahan/ Strategi / Tindak Pemetaan Progres Keterangan
Kendala yang Lanjut Program/
dihadapi Kegiatan/Sub Sudah | Belum
Kegiatan
- Melakukan - Program Penunjang ~ Pada tahun
sosialisasi Urusan 2025 telah
untuk Pemerintahan .
. dilaksanakan
meningkatkan Daerah .
pemahaman - Kegiatan rapat internal
dan kepedulian Perencanaan, dalam rangka

seluruh
pegawai serta
Melakukan
evaluasi
terhadap
pengukuran
kinerja

Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan
Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

evaluasi
terhadap
pengukuran
kinerja
pegawai
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan
pelaksanaan untuk Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para
pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara

terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan.

A. Pengukuran Capaian Kinerja /Sasaran

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program/kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan. Dengan kata lain Pengukuran kinerja merupakan suatu metode
untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan sekaligus sebagai alat komunikasi dan alat
manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat
capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Blitar tahun
2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan
realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai
atau tidak. Capaian indikator kinerja diperoleh dari perbandingan rencana
dengan realisasi berdasarkan data-data pelaksanaan
kegiatan /program/kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan
fungsinya sebagaimana tersaji pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1

CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2025

KINERJA INDIKATOR | FORMULASI | TARGET | REALI | CAPAIAN
UTAMA/TUJUAN / KINERJA | PENGHITUNG SASI

SASARAN AN

STRATEGIS

Meningkatnya Indeks Nilai Indeks 0,59 0,41 69,49
kapasitas daerah Kapasitas
dalam menghadapi | Daerah
bencana
Meningkatnya Nilai SAKIP | Hasil Nilai A (84,81) A 100,62
Kinerja Perangkat Perangkat SAKIP PD (85,34)
Daerah Daerah
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1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun
2025
Sesuai Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Blitar Tahun 2021 - 2026, terdapat 2 (dua) analisis sasaran/ kinerja
utama. Berikut adalah analisis capaian kinerja berdasarkan target dan
realisasi Tahun 2025:
a. Indeks Kapasitas Daerah
IKD merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan
asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah
tersebut kondisinya tetap. Dari IKD, setiap daerah mampu mengetahui apa
saja upaya yang sudah dilakukan dan Langkah tindak lanjut yang perlu
dilakukan untuk menurunkan risiko. Penilaian IKD dilaksanakan dengan
metode diskusi terfokus (Focus Group Discussion) terkait daftar isian
(kuesioner) yang isi jawabannya disepakati bersama oleh multistakeholders
yang disesuaikan dengan jenis dan karakter ancaman bencana di wilayah
tersebut. IKD didapatkan dari isian kuesioner/daftar pertanyaan dalam 7
parameter Indeks Ketahanan Daerah. Dalam 7 parameter IKD sendiri
terdapat 7 Prioritas dan 71 Indikator. Setiap indikator diturunkan menjadi 4
pertanyaan kunci, sehingga total ada 284 pertanyaan kunci. Setiap
pertanyaan kunci wajib disertakan bukti dukung (evidence).
Dari 284 pertanyaan yang mewakili 71 indikator ketangguhan daerah yang
dikelompokkan ke dalam 7 prioritas dengan bobot/agregat yang berbeda-
beda, meliputi :
Perkuatan kebijakan dan kelembagaan (bobot : 6%)
Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu (bobot : 6%)
Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik (bobot : 7,5%)
Penanganan tematik Kawasan rawan bencana (bobot : 10,5%)

Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana (bobot : 21%)

o0 R b=

Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (bobot :
35%)

7. Pengembangan sistem pemulihan bencana (bobot : 14%)
Akumulasi dari nilai tiap-tiap prioritas akan menghasilkan nilai “Indeks

Ketahanan Daerah” dengan range kelas :
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IKD < 0,4 : Rendah
0,4 <IKD < 0,8 :Sedang
IKD > 0,8 : Tinggi
Hasil Pengukuran terhadap IKD Kota Blitar adalah sebagai berikut :
-Perkuatan kebijakan dan kelembagaan (bobot : 0,84%)
-Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu (bobot : 0,63%)
-Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik (bobot : 0,43%)
-Penanganan tematik Kawasan rawan bencana (bobot : 0,73%)
-Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana (bobot

(0,40%)
-Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (bobot :

0,30%)
-Pengembangan sistem pemulihan bencana (bobot : 0,20%).
Sehingga capaian Indeks Kapasitas Daerah Kota Blitar tahun 2025 : 0,41.
Hal ini dikandung maksud kemampuan daerah dan masyarakat untuk
melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat
bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu dikategorikan SEDANG.
Capaian ini bisa dikatakan belum memenuhi target. Adapun permasalahan

yang muncul adalah sebagai berikut :

Permasalahan Tindak Lanjut Faktor
Pendukung

1. Terdapat Perubahan 1. Menyelenggarakan 1. Adanya regulasi
sistem pengukuran rapat koordinasi agar pemerintah
ketahanan daerah. secara simultan dan daerah terkait
Perubahan pada tahun berkelanjutan penyelenggaraan
2025 lebih meminta stakeholder penanggulangan
bersifat penyempurnaan menyisir Kembali bencana
metodologi dan adaptasi hasil evaluasi tahun 2. Komitmen
implementasi di tingkat sebelumnya untuk DPRD terhadap
daerah. ditingkatkan kinerja PRB

2. Kurang lengkapnya output masing- 3. Terbentuknya
dokumen dan bukti masing variabel dari Forum PRB
dukung terutama pada setiap indikator 4. Respon efektif
prioritas pengembangan | 2. Mengaktifkan Pusdalops PB
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sistem pemulihan
bencana, hal ini
dikarenakan belum
pernah menyusun
perencanaan pemulihan
pelayanan dasar
pemerintah, strategi
pemulihan infrastruktur
penting maupun
pemulihan
penghidupan
masyarakat

pascabencana

kegiatan pada fase

pascabencana

pada peringatan
dini penanganan
masa kritis

5. Tersedianya
peta kerentanan
bencana di

daerah

Program yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya nilai IKD

yaitu Program Penanggulangan Bencana dengan indikator dan capaian

kinerja sebagai berikut :

No. | Program Indikator Formulasi Target | Realisasi | Capaian
Penghitungan %
1 | Program Persentase Jumlah SDM 94% 94.39% | 100,41%
Penanggulangan | SDM penanganan
Bencana penanganan | bencana yang
bencana terlatih :
yang terlatih | Jumlah SDM
penanganan
bencana x
100%
2 Jumlah Jumlah 3 Kel 3 Kel 100%
Kelurahan Kelurahan
Tangguh Tangguh
Bencana Bencana
Kategori dengan
Madya predikat
Kategori Madya
yang dibentuk
pada tahun
bersangkutan
3 Persentase Jumlah status 100% 100% 100%
kecepatan darurat
respon bencana
kurang dari | dengan
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24 jam kecepatan
untuk setiap | respon kurang
status dari 24 jam :
darurat jumlah status
bencana darurat
bencana x
100%
Persentase Jumlah jenis 70% 70% 100%
kelengkapan | sarpras
sarana kebencanaan
prasarana yang
pendukung | dimiliki/jumlah
penanganan | sarpras
bencana kebencanaan yg
wajib dimiliki x
100%

https://sakip.blitarkota.go.id /sakip/pelaporan_kinerja

Berikut Bukti dukung capaian indikator program dimaksud :
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Bukti dukung capaian indikator Persentase SDM penanganan bencana yang
terlatih

e — PEMERINTAH KOTA BLITAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Veteran Nomor 75, Bitar, Kode Pos 66117, Telp (0342) 8181085
hps //bpbd bitarkota go «d, email  bpbd@ibitarkota go id

INDIKATOR PROGRAM FORMULASI PERHITUNGAN TARGET REALISAST
Fersentasc SDM penanganan bencana yang teriatn Jumlah SDM penanganan Save ©4.39%
[bencana yang tertatit ©
Jumlah SDM penanganan
bencana x 100 %
DATA PETUGAS
JUMLAH PETUGAS SoM
" PETUGAS
No. UNSUR SUMLAH (ORANG) s O, e SO
1 |PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA BLITAR 190 190 190
2 |TARUNA SIAGA BENCANA KOTA BLITAR 27 27 24
3 [PEMADAM KEBAKARAN KOTA BLITAR 93 a3 90
4 |BANPOL DAN SATGAS LINMAS KOTA BLITAR 23s 23s 232
5 |BP 13.31 PRAMUKA KOTA BLITAR 15 15 11
6 |TIM POTONG POHON DLH KOTA BLITAR B 9 %
7 |SATGAS PROKASIH DLH KOTA BLITAR 15 15 12
8  |BHABINKAMTIBMAS KOTA BLITAR 21 21 18
9 |BABINSA KOTA BLITAR 21 21 18
10 |BPBD KOTA BLITAR 33 33 20
SUMLAH 659 659 22
PRESENTASE 94,39

https://sakip.blitarkota.go.id /sakip/pelaporan_kinerja



Bukti dukung capaian indikator Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana

Kategori Madya

: PEMERINTAH KOTA BLITAR
" L Veteran No.75 Blitar 66117
Email : bpbd@blitarkota.go.id Telp. 0342-8181085
Realisasi Bencana Triwulan IV

Program
Tahun 2025 BPBD Kota Blitar

INDIKATOR FORMULASI TARGET | REALISASI
| PROGRAM | PERHITUNGAN |
Jumlah kelurahan | Jumiah kelurahan tangguh 3 3
tangguh bencana | bencana dengan predikat | Kelurahan | Kelurahan

kategori madya yang

kategori madya
dibentuk pada tahun
bersangkut

Blitar, 2 Januari 2026
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kotp Blitar

4
NIP. 196808081497031006

Hasil Verifikasi BNPB Kelurahan Tangguh Bencana Kategori
Madya Tahun 2025 Kota Blitar

1. Kelurahan Klampok

- "
= "\\ //
\
o
I Sono  Tamssnens
2. Kelurahan Bendogerit
(e ]

59.10

TANGGUH MADYA

59.10

TANGGUH MADYA

https://sakip.blitarkota.go.id /sakip/pelaporan_kinerja
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Bukti dukung capaian indikator Persentase kecepatan respon kurang

dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana

Tanggal | September 2025 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Sosz
PEMERINTAH KOTA BLITAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH NG T o
II. Veteran No. 75 NS SURERLSH SENANGGUNG WA
Email : bpbd@blitarkota.go.id Telp. 0342-8181085 (GHT0TWID0DD 5 OORONTR P
SER TRHSTAAETOS W
WOCH EFENDISREGAR AMG. Ve, | ANGGOTA
< HOHMAT S50 ANGGOTA
Realisasi Indikator Program Penanggulangan Bencana Tribulan Il Tahun 2025 E
BPBD Kota Blitar WALIKOTA BUTAR s anAND D
PROVINSI JAWA TIMUR
Indikats Formulasi | 'I:'; get | Realisasi Keterangan
I:MI n: Perhitungan i KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
Persentase Jumlah status 100 % 100 % Bukti d{lkﬂﬂﬂ NOMOR: 100.3.3.3/234/HK/410.020.3/2025
k:cepa!;n ;laruml bencana (1/1x 100%) | terlampir TENTANG
engan
:;s 02,; ):mm £ kecegpatan respon PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA SOSIAL
untuk setiap kurang dari 24
status darurat | jam : Jumlah
bencana status darurat WALIKOTA BLITAR,
bencana x 100 %
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi san
kondisi aksi massa di lapangan, telah menunjukkan
30 September 2025 keadaan yang mengancam /mengganggu kehidupan dan
& Takisar penghidupan masyarakat di wilayah Kecamatan |

a BPBD Kota Blitar

\ dan
Sukorejo; \

b. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar
dengan Perangkat Daerah dan hasil kaji cepat lapangan,

7031006 menunjukkan adanya aksi massa yang menimbulkan
korban, kerusakan sarana dan prasarana, kerugian dan
dampak psikologis bagi masyarakat;

¢.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan
Presiden  Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam
Keadaan Tertentu, penetapan status keadaan darurat
bencana tingkat daerah kota ditetapkan oleh Walikota;

d. bahwa i
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan
Status Tanggap Darurat Bencana Sosial;

MP.19680808195

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551};

https://sakip.blitarkota.go.id /sakip/pelaporan_kinerja
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Bukti dukung capaian indikator Persentase kelengkapan sarana
prasarana pendukung penanganan bencana

7 aissarpras | Jumiah
acanaan yung waj dis neanass yang dimiliki | (Vs

J1. Veteran No.75 Blitar 66117 yang wajib dimiliki yang dimiliki L Jeag by CmiNd | | Inbmonses yuvy o Wait)

Email : bpbd@blitarkota.go.id Telp. 0342-8181085

PEMERINTAH KOTA BLITAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH T e e e e R o i e e S
dimiliki (Unit)

INDIKATOR PROGRAM FORMULASI TARGET | REALISASI
PERHITUNGAN |

| 15: 50 x 100% = 70%

https://sakip.blitarkota.go.id /sakip/pelaporan_kinerja

b. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun
2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2022
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota
Blitar, Inspektorat Daerah Kota Blitar telah melakukan evaluasi atas
implementasi SAKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang
meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan

evaluasi internal dengan rincian nilai sebagai berikut :
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https://sakip.blitarkota.go.id/sakip/pelaporan_kinerja

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

No Komponen Bobot Nilai Hasil
Evaluasi
A | Perencanaan Kinerja 30% 27,48
B | Pengukuran Kinerja 30% 22,15
C | Pelaporan Kinerja 15% 14,46
D | Evaluasi Internal 25% 21,25
JUMLAH 100% 85,34
Kategori A (Memuaskan)
No Permasalahan Tindaklanjut Faktor Pendukung |
A | Dokumen perencanaan | Mereviu penetapan target 1. Komitmen yang
kinerja telah disusun, kinerja dengan kuat mulai dari
namun penetapan memanfaatkan capaian pimpinan sampai
target kinerja belum tahun sebelumnya dengan pelaksana
berdasarkan basis data | maupun sumber data lain | perangkat daerah
dan analisa yang yang relevan antara lain untuk terus
memadai yaitu lebih pada dokumen Perubahan | menumbuhkan
rendah dari capaian Renja dan Perubahan budaya kinerja
target tahun 2024 Perjanjian Kinerja (PK) melalui penerapan
(2.02.01) SAKIP
B | Pengukuran kinerja Melakukan pembahasan

atas target yang
ditetapkan telah
dilaksanakan secara
berjenjang dan
dilaksanakan secara
periodik (tribulanan).
Akan tetapi belum
secara jelas mengulas
permasalahan/kendala
yang dihadapi dalam
mencapai target kinerja

(2.02.01)

pengukuran kinerja
sasaran, program,
kegiatan dan sub kegiatan
untuk mengetahui dan
menganalisa
permasalahan/hambatan
dalam mencapai target
kinerja tidak hanya
hambatan dalam realisasi

anggaran
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No

Permasalahan

Tindaklanjut

Faktor Pendukung |

Informasi kinerja yang
dituangkan dalam hasil
pengukuran kinerja
belum sepenuhnya
diselaraskan dengan
Langkah perbaikan,
yaitu terkait capaian
kinerja indeks
kapasitas daerah yang
tidak mencapai target.
Hal ini disebabkan
karena belum diulas
permasalahan secara
detail yang
dimungkinkannya
penyebab masih
rendahnya capaian
indikator-indikator
pendukung indeks
ketahanan daerah.

(2.02.01)

Menyajikan analisa
permasalahan/hambatan
dan lainnya yang
berorientasi kinerja pada
monev RKPD, monev
rencana aksi, dan laporan

kinerja lainnya

Hasil evaluasi
akuntabilitas telah
ditindaklanjuti,
dipergunakan untuk
perbaikan dan
peningkatan
akuntabilitas,
dimanfaatkan dalam
mendukung efektivitas
dan efisiensi kinerja,
tetapi belum

sepenuhnya menjadikan

Melakukan identifikasi
indikator-indikator
pendukung/pembangun
indeks ketahanan daerah
yang masih kurang
nilainya, dan rencana
tindaklanjutnya (terkait
mengkomunikasikan
kecukupannya baik secara
internal maupun dengan
perangkat daerah lain

sesuai kewenangannya)
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No Permasalahan

Tindaklanjut

Faktor Pendukung |

perbaikan dan
peningkatan kinerja
khususnya terkait
kinerja indeks
ketahanan daerah

(2.01.02)

Realisasai capaian Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana

Daerah sebesar 85,34 dengan kategori A (Memuaskan). Guna perbaikan

dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Badan Penanggulangan Bencana

Daerah akan menindaklanjuti dan memanfatkan hasil evaluasi.

Program yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya nilai SAKIP

Perangkat Daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan Nilai

yang diperoleh sebesar 90,45 dari target 84,16 sehingga capaian kinerjanya

107,47%.
No | Program Indikator Formulasi Target | Realisasi | Capaian
Penghitungan %
1 Program Indeks Nilai Indeks Baik Sangat 107,47%
Penunjang Kepuasan Kepuasan (84,16) Baik
Urusan Masyarakat Masyarakat (90,45)
Pemerintahan | ((KM) (IKM) pada
Daerah tahun berjalan
Kabupaten /
Kota

https:/ /sakip.blitarkota.go.id /sakip/pelaporan_kinerja

Bukti dukung capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) :
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@ BROORAANISAS, =

FILTER

Secara garis besar, pelaksanaan Program ini telah berkontribusi terhadap

Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Namun demikian, upaya peningkatan nilai

terus ditingkatkan dengan Komitmen yang kuat mulai dari pimpinan sampai

dengan pelaksana perangkat daerah untuk terus menumbuhkan budaya

kinerja melalui penerapan SAKIP.

Tabel 3.2
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 - 2025
No. Sasaran Indikator | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi
Strategis Kinerja 2023 2023 2024 2024 2025 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatnya | Indeks 0,55 0,43 0,57 0,47 0,59 0,41
Kapasitas Kapasitas
Daerah dalam | Daerah
Menghadapi
Bencana
2 Meningkatnya | Nilai A (80) | A (83,70) A A (84,80) A A (85,34)
Kinerja SAKIP (83,70) (84,81)
Perangkat OPD
Daerah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

Pada tahun 2023 target Indeks Kapasitas Daerah 0,55 realisasi 0,43 dengan

capaian kinerja sebesar 78,18 %. Tahun 2024 target Indeks Kapasitas Daerah

sebesar 0,57 realisasi 0,47 sehingga capaian kinerja sebesar 82,46 %.

Sedangkan pada tahun 2025 target Indeks Kapasitas Daerah yang ditetapkan

sebesar 0,59 dan realisasi adalah 0,41. Sehingga capaian kinerja sebesar

69,49 %. Terdapat penurunan perolehan nilai indeks sebesar 0.06 dari tahun
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sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan penilaian indikator dan
penyesuaian metodologi.

Target SAKIP OPD pada tahun 2023 A (80) realisasi A (83,70), capaian kinerja
104,63 %, Tahun 2024 target nilai SAKIP OPD A (83,70) realisasi A (84,80)
sehingga capaian kinerja sebesar 101,31 %, sedangkan Pada tahun 2025
target nilai SAKIP Badan penanggulangan Bencana Daerah 84,81 dan nilai
yang diperoleh sebesar 85,34 dengan kategori A (Memuaskan), sehingga
capaian kinerja sebesar 100,62%. Faktor pendukung keberhasilan capaian
kinerja tersebut adalah berkat kerjasama yang baik tim kerja SAKIP pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pemanfaatan sistem berbasis
elektronik yang terintegrasi sehingga mempermudah pengelolaan data kinerja
serta peran aktif APIP dalam mereviu kinerja.

sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar ditujukan untuk
mewujudkan misi keempat Kota Blitar : Meningkatkan Infrastruktur dan Tata
Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan
Instansi Sejenis

Indikator Kinerja Target tahun 2025 Realisasi tahun 2025
BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD
Kota Blitar Kab Kota Blitar Kab Kota Blitar Kab
Situbondo Situbondo Situbondo
Indeks Indeks 0,62 0,74 0,41 0,70
Ketahanan | Ketahanan
Daerah Daerah

Sumber : Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 - 2026

BPBD Kota Blitar dan BPBD Kabupaten Situbondo memiliki indikator
tujuan yang sama, yaitu indeks ketahanan daerah. IKD merupakan tools atau
alat yang digunakan untuk mengukur seberapa tangguh upaya daerah dalam
menghadapi bencana. Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada setiap
daerah berbeda karena mencerminkan tingkat kapasitas yang bervariasi
dalam penanggulangan bencana, yang diukur berdasarkan data empiris riil
dan dokumen pendukung, sehingga hasil skoring sangat bergantung pada

kondisi nyata di lapangan. Faktor penyebab utamanya meliputi perbedaan
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kondisi geografis, tingkat kerentanan wilayah, komitmen anggaran
pemerintah daerah, serta kapasitas infrastruktur dan sosial-masyarakat
setempat. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan adanya

optimalisasi sinergitas antar OPD dan elemen pendukung.

Tabel 3.4
3.Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA
Sasaran Indikator | Target Kinerja Tahun Tingkat
Strategis Kinerja Akhir 2025 kemajuan
Renstra Target | Realisasi
Meningkatnya | Indeks 0,61 0,59 0,41 67,21
Kapasitas Kapasitas
Daerah dalam | Daerah
Menghadapi
Bencana
Meningkatnya | Nilai SAKIP 83,72 84,81 85,34 101,94
Kinerja Perangkat
Perangkat Daerah
Daerah

Faktor pendukung untuk mencapai target Indeks yang telah
ditentukan pada akhir periode Renstra adalah meningkatkan kerjasama
dalam rangka mencapai peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi
bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, serta
pengembangan sistem pemulihan bencana. Adapun strategi yang dilakukan
adalah peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi,
penguatan sistem peringatan dini, penguatan sumber daya manusia untuk
penanganan bencana, Koordinasi penanganan pascabencana.

Faktor pendukung untuk mencapai target nilai SAKIP yang telah
ditentukan pada akhir periode Renstra adalah berkat kerjasama yang baik
tim kerja SAKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pemanfaatan
sistem berbasis elektronik yang terintegrasi mempermudah pengelolaan data
kinerja serta peran aktif APIP dalam mereviu kinerja.

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar
ditujukan untuk mewujudkan misi keempat Kota Blitar: Meningkatkan
Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan

Berkeadilan.

34



4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)
Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai
jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara
minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari
pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Dalam penerapannya, SPM
harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari
pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh
pemerintah.
Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah berusaha menerapkan SPM secara efektif
dan meningkatkan mutu pelayanan.
Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Sub Urusan Bencana

yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana adalah :

No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator

1 | Pelayanan Informasi Rawan |Jumlah warga Negara yang
Bencana memperoleh layanan informasi

rawan bencana

2 | Pelayanan Pencegahan dan Jumlah warga Negara yang
Kesiapsiagaan Terhadap memperoleh layanan
Bencana pencegahan dan kesiapsiagaan

terhadap bencana

3 | Pelayanan Penyelamatan dan | Jumlah warga Negara yang
Evakuasi Korban Bencana memperoleh layanan
penyelamatan dan evakuasi

korban bencana
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Tabel 3.5
TARGET PENCAPAIAN SPM

Jenis Pelayanan Target BEAEEG | REIEre
No Dasar Indikator Nasional Tahun Tahun
2025 2025
1 | Pelayanan Jumlah Warga 100% 100% 100%
Informasi Rawan | Negara yang
Bencana Memperoleh
Layanan
Informasi Rawan
Bencana
2 | Pelayanan Jumlah Warga 100% 100% 100%
Pencegahan dan | Negara yang
Kesiapsiagaan Memperoleh
Terhadap Layanan
Bencana Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Terhadap
Bencana
3 | Pelayanan Jumlah Warga 100% 100% 100%
Penyelamatan Negara yang
dan Evakuasi Memperoleh
Korban Bencana | Layanan
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban
Bencana

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten/Kota berdasarkan

Permendagri No.59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi

kegiatan sebagai berikut :
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1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana.

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi

tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana kepada warga

negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi

terpapar bencana.

Pada tahun 2025, pelayanan informasi rawan bencana dilakukan dengan

cara penyebarluasan informasi bencana melalui media sosial (Instagram,

Youtube, website, Tiktok, Facebook), sosialisasi tatap muka dan edukasi

kepada masyarakat, serta pemasangan rambu evakuasi dan papan

informasi publik sebagaimana terlampir. Persentase Jumlah warga negara

yang memperoleh layanan informasi rawan bencana diperoleh dari Jumlah

warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi

Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana x 100%.
Tabel 3.6
JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN

INFORMASI RAWAN BENCANA TAHUN 2025

NO | KECAMATAN KELURAHAN Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan
Bencana
Sosialisasi Sosialisasi Papan Penyediaan dan
Tatap Muka melalui Media | Informasi Pemasangan

Sosial dan Publik Rambu
Wahana Evakuasi
Multimedia

1 KEPANJENKIDUL 47 827 354 7.600

2 NGADIREJO 0 811 0 0

3 SENTUL 74 703 0 0

4 | KEPANJENKIDUL | KAUMAN 67 725 0 6.739

5 TANGGUNG 76 742 0 6.594

6 BENDO 1 802 0 6.521

7 KEPANJENLOR 194 713 0 0

KEPANJENKIDUL 459 5.323 354 27.454

1 PAKUNDEN 70 645 0 0

2 BLITAR 1 601 0 0

3 SUKOREJO TLUMPU 2 723 0 4.291

4 TURI 1 588 0 0

5 KARANGSARI 1 634 0 5.405
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6 SUKOREJO 111 659 0 0
7 TANJUNGSARI 1 650 0 0
SUKOREJO 187 4.500 0 9.696
1 GEDOG 6 622 12.206 0
2 PLOSOKEREP 4 605 556 4.800
3 KLAMPOK 1 646 154 5.100
4 SANANWETAN | SANANWETAN 127 444 555 14.500
5 REMBANG 85 537 182 3.100
6 KARANGTENGAH 2 599 152 7.900
7 BENDOGERIT 100 755 303 10.730
SANANWETAN 325 4.208 14.108 46.130
KOTA BLITAR 971 14.031 14.462 83.280
TOTAL 112.744
Jumlah warga negara yang
memperoleh layanan informasi 112.744
rawan bencana
nglah warga negara yang tinggal 112.744
di kawasan rawan bencana
Persentase Jumlah warga negara 112.744 x 100% = 100%
yang memperoleh layanan S —
. . 112.744
informasi rawan bencana

Sumber : BPBD Kota Blitar

Permasalahan yang dihadapi :

1. Keterbatasan kemampuan mengakses informasi pada sebagian kecil
masyarakat di daerah rawan bencana

2. Minimnya tingkat literasi Masyarakat serta keterbatasan intensitas
sosialisasi tatap muka

Tindak Lanjut :

1. Meningkatkan frekuensi dan kualitas sosialisasi kepada masyarakat di
daerah rawan bencana

2. Memperluas pemanfaatan media digital dan non digital dalam
penyebarluasan layanan

Faktor Pendukung :

1. Tersedianya data wilayah rawan bencana

2. Adanya koordinasi intensif dan dukungan lintas sektor serta
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pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi

rawan bencana.

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2025
e Sosialisasi melalui media sosial (Instagram, Youtube, website,
Tiktok, Facebook)
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e Sosialisasi dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana

Pada tanggal 26 April 2025, BPBD Kota Blitar melaksanakan
kegiatan Pelatihan dan Simulasi Manajemen Bencana di Polkesma
Kementerian Kesehatan Malang Kampus 3 Blitar sebagai bagian dari
upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
dalam menghadapi berbagai situasi darurat yang dapat terjadi kapan saja.
Sosialisasi ini dilakukan guna memberikan pemahaman mendalam
kepada para peserta mengenai seluruh tahapan penanganan bencana,
mulai dari identifikasi potensi risiko di lingkungan kerja, hingga prosedur
komunikasi dan koordinasi antarunit yang harus dilakukan saat bencana
berlangsung. Pengetahuan dasar mengenai prinsip-prinsip kesiapsiagaan,
sistem komando insiden, serta manajemen keselamatan dalam kondisi
darurat juga menjadi bagian penting yang ditekankan dalam sesi
pembelajaran.

Kegiatan ini sangat relevan terutama bagi lingkungan fasilitas
kesehatan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi karena melibatkan
banyak pasien, tenaga medis, serta peralatan penting yang harus
diamankan ketika bencana terjadi. Oleh karena itu, respons yang cepat,
terencana, dan terorganisasi menjadi kunci utama untuk meminimalkan
risiko dan mencegah terjadinya dampak lanjutan. Melalui kegiatan ini,
BPBD Kota Blitar berharap setiap instansi, khususnya yang bergerak di
bidang kesehatan, dapat memiliki kemampuan manajemen bencana yang
memadai serta mampu menerapkan prosedur penanganan darurat secara

tepat.
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Secara keseluruhan, sosialisasi ini menjadi wujud nyata komitmen
BPBD Kota Blitar dalam memastikan kesiapsiagaan lintas sektor berjalan
optimal demi mewujudkan pelayanan publik yang aman, responsif, dan
berkelanjutan. Dengan sosialisasi yang dilakukan secara rutin dan
terstruktur, diharapkan terbentuk budaya sadar bencana yang kuat di
setiap instansi, sehingga Kota Blitar semakin siap menghadapi potensi

ancaman bencana dan mampu mengurangi risiko secara signifikan.

e Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)

BPBD Kota Blitar terus memperkuat budaya sadar bencana melalui
pelaksanaan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang
dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP
hingga SMA. Program ini menjadi salah satu bentuk komitmen BPBD
dalam memastikan bahwa upaya mitigasi bencana tidak hanya difokuskan
pada masyarakat umum, tetapi juga lingkungan pendidikan sebagai ruang
pembelajaran yang aman, siap, dan sigap dalam menghadapi
kemungkinan terjadinya bencana. Melalui pendekatan edukatif yang
disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik, BPBD berupaya
membangun generasi muda yang paham risiko serta mampu mengambil

tindakan tepat dalam situasi darurat.
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Salah satu kegiatan SPAB dilakukan di SMPN 7 Blitar, di mana
BPBD Kota Blitar memberikan pelatihan kepada para siswa dan guru agar
lebih siap dan tanggap menghadapi potensi bencana. Dalam kegiatan
tersebut, warga sekolah diajak memahami berbagai jenis ancaman
bencana yang mungkin terjadi serta cara menyelamatkan diri dengan
tepat. Edukasi ini menjadi langkah penting dalam menciptakan sekolah
yang aman, nyaman, serta memiliki sistem kesiapsiagaan yang dapat
diandalkan ketika terjadi kondisi darurat. Para guru juga diberi
pemahaman mengenai peran strategis mereka dalam membimbing dan
mengarahkan peserta didik saat terjadi bencana.

Kegiatan edukasi kesiapsiagaan bencana juga dilakukan pada
jenjang SMA, salah satunya melalui kunjungan BPBD Kota Blitar ke SMAN
1 Blitar dalam rangka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Pada
kesempatan ini, para siswa baru dibekali pengetahuan dasar mengenai
potensi bencana, langkah mitigasi, serta cara merespons secara cepat dan
aman saat keadaan darurat terjadi. Pendidikan kesiapsiagaan sejak dini
ini diharapkan menjadi langkah kecil yang mampu memberikan dampak
besar terhadap keselamatan siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di
rumah.

Selain itu, BPBD juga hadir memberikan edukasi mitigasi bencana
kepada siswa sekolah dasar melalui kegiatan Sosialisasi dan Mitigasi
Bencana Alam, salah satunya di SDN Karangtengah. Anak-anak
diperkenalkan pada jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi di sekitar
mereka dengan metode penyampaian yang sederhana, interaktif, dan
mudah dipahami. Mereka diajak belajar mengenai cara menghadapi
situasi darurat, langkah penyelamatan diri, serta pentingnya menjaga
lingkungan. Edukasi pada usia dini ini menjadi fondasi kuat dalam
membentuk perilaku sadar bencana yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan SPAB di berbagai jenjang
pendidikan di Kota Blitar menunjukkan upaya serius BPBD dalam
membangun kesiapsiagaan masyarakat sejak wusia sekolah. Melalui
kolaborasi antara BPBD, pihak sekolah, guru, dan para siswa, diharapkan
lahir generasi cerdas yang memiliki kepedulian tinggi terhadap

keselamatan diri dan lingkungannya. Program yang berkesinambungan ini
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menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kota Blitar sebagai daerah

yang lebih tangguh dan responsif terhadap potensi bencana.

e Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana

BPBD Kota Blitar secara berkelanjutan melaksanakan program
sosialisasi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana sebagai bagian
dari upaya membangun masyarakat yang tangguh menghadapi berbagai
ancaman bencana. Kegiatan ini dilakukan secara merata di wilayah Kota
Blitar, terutama daerah yang memiliki potensi kerawanan bencana.
Pendekatan ini menjadi komitmen BPBD untuk memastikan seluruh
lapisan masyarakat mendapatkan pengetahuan serta pemahaman yang
memadai mengenai langkah-langkah mitigasi maupun respons darurat
saat bencana terjadi.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Sosialisasi
Kesiapsiagaan Bencana pada Rabu, 6 Agustus 2025 di Jl. Ciliwung,

Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul. Dalam kegiatan tersebut,
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BPBD menghadirkan narasumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
(Disperkim) Kota Blitar untuk memberikan penjelasan mengenai potensi
bencana dari aspek infrastruktur dan permukiman. Penjelasan tersebut
memberikan wawasan kepada warga mengenai kondisi fisik lingkungan
sekitar yang dapat meningkatkan kerentanan, serta tindakan pencegahan
yang bisa dilakukan secara mandiri maupun melalui kolaborasi warga.

Kegiatan serupa juga diselenggarakan di Kelurahan Sananwetan
dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR),
Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Disperkim), dan Dinas
Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar. Warga setempat mendapatkan
edukasi tentang berbagai jenis potensi bencana di wilayahnya, mulai dari
banjir, angin kencang, hingga kebakaran permukiman. Masyarakat juga
diberikan pemahaman mengenai cara sederhana namun efektif dalam
mengurangi risiko, serta langkah-langkah penyelamatan diri yang tepat
ketika terjadi bencana. Melalui kegiatan ini, warga diharapkan semakin
memahami bahwa kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab
pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif setiap individu dan
masyarakat secara bersama

Selain itu, BPBD Kota Blitar juga memperkuat kesiapsiagaan di
wilayah rawan bencana dengan melibatkan instansi teknis lainnya seperti
Pemadam Kebakaran Kota Blitar, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota
Blitar dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar.
Dalam kegiatan ini, masyarakat mendapatkan edukasi terkait penanganan
kebakaran, pengelolaan lingkungan untuk mencegah pencemaran dan
kerusakan ekosistem, serta pengetahuan mengenai infrastruktur
penunjang mitigasi bencana. Kehadiran para narasumber dari berbagai
instansi menunjukkan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan
pendekatan multidisiplin yang saling melengkapi.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan sosialisasi yang
dilaksanakan BPBD Kota Blitar di 8 kelurahan ( Sananwetan, Tanggung,
Rembang, Kauman, Sentul, Kepanjenlor, Sukorejo, Pakunden ) ini
mencerminkan sinergi kuat antarinstansi pemerintah serta partisipasi

aktif masyarakat. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam
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membangun lingkungan yang lebih aman dan tangguh, di mana setiap
warga memiliki kesadaran, pengetahuan, dan kesiapan untuk menghadapi
potensi  bencana. Dengan edukasi yang dilakukan  secara
berkesinambungan, BPBD berharap masyarakat Kota Blitar dapat
semakin mandiri dalam upaya pengurangan risiko bencana serta mampu

bergerak cepat dan tepat saat kondisi darurat terjadi.

e Penyediaan dan Pemasangan Rambu-rambu Kebencanaan dan Papan

Informasi Publik

Rambu Bencana, yang selanjutnya disebut Rambu adalah
keterangan yang ditempatkan atau dipasang di kawasan rawan bencana,
berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduannya, Warna
yang dipakai adalah hijau dengan garis tepi, lambang, warna huruf, atau
angka putih sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana No.7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan

Infomasi Bencana. Fungsinya adalah untuk menjelaskan atau memberi
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petunjuk, peringatan, dan larangan bagi setiap orang yang berada di
kawasan rawan bencana. Papan Informasi Kebencanaan adalah pelat
alumunium, perangkat elektronik, atau bahan lainnya yang digunakan
untuk memberikan informasi atau himbauan mengenai ancaman bencana
tertentu bagi setiap orang yang berada pada kawasan rawan bencana.
Rambu evakuasi dan papan informasi bencana merupakan bagian dari
sosialisasi prosedur evakuasi yang bertujuan untuk memberikan
informasi kepada masyarakat tentang cara menyelamatkan diri saat terjadi
bencana serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi
bahaya dan ancaman.

Berikut rambu bencana dan papan informasi bencana yang terpasang di
wilayah Kota Blitar Tahun 2025 :

Rambu Bencana

No Lokasi Jumlah
1 | SMP Muhammadiyah 6
2 | SMPN 1 Kota Blitar 22
3 | SMPN 2 Kota Blitar 38
4 | SMPN 3 Kota Blitar 34
5 | SMPN 4 Kota Blitar 26
6 | SMPN 5 Kota Blitar 6
7 | SMPN 6 Kota Blitar 40
8 | SMP Bustanul Mutaallimin 16
9 | MTsN 1 Kota Blitar 20
10 | MTsN 2 Kota Blitar 28
11 | SMPK YOHANES GABRIEL 20
12 | MTs Maarif NU Kota Blitar 14
13 | Kelurahan Bendogerit 4
14 | Kelurahan Sananwetan 4
15 | Kelurahan Karangtengah 4
16 | Kelurahan Klampok 4
17 | Kelurahan Plosokerep 4
18 | Kelurahan Rembang 4
19 | BPBD 14

JUMLAH 308
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Papan Informasi Bencana

No

Lokasi

Jumlah

Kantor BPBD

1

Kelurahan Gedog

Kelurahan Plosokerep

Kelurahan Klampok

Kelurahan Sananwetan

Kelurahan Rembang

N O g A W N -

Kelurahan Karang
Tengah

[N UG VO O [ G O

Kelurahan Bendogerit

JUMLAH
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2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah

serangkaian kegiatan pra-bencana melalui

pencegahan, mitigasi,

dan

kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi

bencana. Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan

pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana diperoleh dari Jumlah

warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan

kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi Jumlah warga negara yang tinggal di

kawasan rawan bencana x 100%.

Tabel 3.7

JUMLAH WARGA NEGARA DAN APARATUR YANG MENDAPATKAN PELAYANAN
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

TAHUN 2025
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh
Layanan Informasi Rawan Bencana
NO | KECAMATAN KELURAHAN EL(GJKAS' Gladi
KEGIATAN Pelatihan | Kesiapsiagaan | Simulasi
Pencegahan Terhadap Bencana
Bencana
1 KEPANJENKIDUL | > Poltekkes 94 50 86
Kemenkes
2 NGADIREJO Malang 11 0 0
3 SENTUL (Polkesma) 12 2 3
Kampus 3 Blitar
5 TANGGUNG Kelurahan di 10 0 0
KEPANJENKIDUL Kota Blitar
6 BENDO > Pasar Wage 10 0 0
7 KEPANJENLOR Kota Blitar 14 4 2
> Aula BPBD
Kota Blitar
> Balai
Koesoemo
Wicitro
KEPANJENKIDUL 160 56 92
1 SUKOREJO PAKUNDEN 11 3 0
2 BLITAR 10 0 0
3 TLUMPU 10 1 0
4 TURI 8 0 0
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Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh
Layanan Informasi Rawan Bencana
LOKASI Gladi
NO
KECAMATAN KELURAHAN KEGIATAN Pelatihan | Kesiapsiagaan | Simulasi
Pencegahan Terhadap Bencana
Bencana
5 KARANGSARI 10 2 0
6 SUKOREJO 14 3 0
7 TANJUNGSARI 11 0 0
SUKOREJO 74 9 0
1 GEDOG 56 0 0
2 PLOSOKEREP 56 5 0
3 KLAMPOK 55 0 0
4 SANANWETAN | SANANWETAN 70 3 6
5 REMBANG 55 0 0
6 KARANGTENGAH 56 1 0
7 BENDOGERIT 58 3 4
SANANWETAN 406 12 10
KOTA BLITAR 640 77 102
TOTAL 819
Jumlah warga negara dan aparatur yang
mendapatkan pelayanan pencegahan dan 819
kesiapsiagaan terhadap bencana
Jumlah warga negara yang tinggal di
K 819
awasan rawan bencana
Persentase jumlah warga negara yang 819 x 100% = 100%
memperoleh layanan pencegahan dan
L 819
kesiapsiagaan terhadap bencana
Tabel 3.8
DATA JENIS PELATIHAN KEBENCANAAN DI KOTA BLITAR
TAHUN 2025
No. URAIAN JUMLAH
1 | Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan Keltana di 7 315

Kelurahan di wilayah kecamatan Sananwetan

2 Pembinaan

Keltana dan

menghadapi bencana Hidrometeorologi

Kesiapsiagaan 100

3 Pelatihan dan Simulasi

Penanganan Trauma 102
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Psikologis Pasca Bencana

4 | Gladi/Simulasi Pasar Tangguh Bencana di Pasar 77
Wage
S5 | Bimbingan Teknis Pengkajian Kebutuhan 115

Pascabencana (Jitupasna) dan Penyusunan
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana (R3P)

6 | Sosialisasi SAR Water Rescue (Penyelamatan di 110
Air) Skala Perkotaan dan SAR High Angle Rescue
Technique (Penyelamatan di Ketinggian) bagi
anggota Keltana se-Kota Blitar dan URC BPBD
Kota Blitar

Jumlah 819

Permasalahan yang dihadapi :

1. Belum memiliki fasilitator yang kompeten dan memenuhi secara
jumlah dalam memberikan pelatihan

Tindaklanjut :

1. Bekerjasama dengan FPRB sesuai potensi yang dimiliki oleh masing-
masing organisasi relawan penanggulangan bencana

2. Mendorong potensi SDM yang ada untuk mengikuti pelatihan / Bimtek
Mitigasi bencana

Faktor Pendukung :

1. Sudah terbentuk FPRB (Forum Pengurangan Risiko Bencana) yang
membantu memberikan pelatihan terkait upaya pengurangan risiko/

mitigasi bencana
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Sosialisasi Penyelamatan di Air Skala Perkotaan
dan Penyelamatan di Ketinggian

Gladi/Simulasi Pasar Tangguh Bencana di
Pasar Wage

Pembinaan Keltana dan Kesiapsiagaan
menghadapi bencana Hidrometeorologi

Bimbingan Teknis Jitupasna dan R3P

Pelatihan dan Simulasi Penanganan Trauma
Psikologis Pasca Bencana

Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan Keltana
di 7 Kelurahan di wilayah kecamatan
Sananwetan
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o Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan Keltana di 7 Kelurahan di wilayah

kecamatan Sananwetan

BPBD Kota Blitar menyelenggarakan Pelatihan Kelurahan Tangguh
Bencana (Keltana) di 7 kelurahan wilayah Kecamatan Sananwetan, Kota
Blitar, pada 14-23 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan
kapasitas, kesiapsiagaan, dan pencegahan bencana di tingkat
kawasan/kelurahan selain untuk meningkatkan komitmen, pengetahuan,
dan keterampilan masyarakat dalam penanggulangan risiko bencana,
mengingat kompleksitas ancaman bencana yang terus meningkat. Pelatihan
yang mencakup simulasi dan pembekalan untuk tim Keltana agar lebih
tanggap terhadap potensi bencana di lingkungannya ini sangatlah penting
sebagai upaya membangun fondasi kesiapsiagaan dan penanganan bencana

yang tangguh sehingga dapat meminimalisir dampak bencana.

o Pembinaan Keltana dan Kesiapsiagaan menghadapi bencana
Hidrometeorologi

Dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah
kelurahan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Blitar melaksanakan kegiatan
Pembinaan Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) dalam Kesiapsiagaan
Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan
bagian dari upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat yang
berorientasi pada peningkatan kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan
kemampuan respon di tingkat kelurahan dengan Narasumber dari BPSDM
Provinsi Jawa Timur, Dr. Sugito Prasetyo, S.STP., MM.

Pembinaan Keltana bertujuan untuk memperkuat pemahaman
aparatur kelurahan, relawan, dan unsur masyarakat terkait karakteristik
bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi di wilayah Kota Blitar,
seperti banjir, cuaca ekstrem, angin kencang, dan tanah longsor. Selain itu,
kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan, mulai dari perencanaan,

mitigasi, hingga respon awal saat terjadi bencana.
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o Pelatihan dan Simulasi Penanganan Trauma Psikologis Pasca Bencana

BPBD Kota Blitar bersama Program Studi D3 Keperawatan Polkesma
Kampus 3 Blitar menyelenggarakan kegiatan Pelatihan dan Simulasi
Penanganan Trauma Psikologis Pasca Bencana yang dilaksanakan di
lingkungan kampus, pada tanggal 11 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi bagian
penting dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam
menghadapi dampak psikologis yang sering kali muncul setelah terjadinya
bencana. Pelatihan ini dirancang tidak hanya berfokus pada penanganan
fisik, tetapi juga untuk membekali para peserta khususnya mahasiswa
keperawatan dengan pemahaman mendalam mengenai berbagai bentuk
trauma psikologis, seperti kecemasan, stres akut, hingga tanda-tanda
gangguan stres pascatrauma (PTSD) yang dapat dialami oleh korban,
keluarga, maupun relawan. Para peserta juga diberikan materi mengenai
pentingnya pendekatan humanis dan komunikasi empatik dalam
memberikan pertolongan psikologis awal (psychological first aid), sehingga
mereka mampu memberikan dukungan emosional yang tepat kepada
penyintas di fase awal pascabencana.

Dalam kegiatan ini, simulasi lapangan juga digelar untuk memberikan
pengalaman praktis yang menyerupai kondisi nyata. Peserta dilatih untuk
menghadapi berbagai skenario, mulai dari menenangkan korban yang panik,
melakukan asesmen psikologis sederhana, hingga menentukan langkah
intervensi awal yang sesuai dengan kondisi masing-masing korban. Melalui
simulasi tersebut, peserta diajak memahami bahwa penanganan trauma
psikologis membutuhkan  kesigapan, empati, serta kemampuan
berkoordinasi dengan pihak lain seperti tenaga kesehatan, relawan, atau
petugas lapangan.

Selain aspek psikologis, BPBD Kota Blitar juga menampilkan berbagai
peralatan penanggulangan bencana sebagai bagian dari edukasi teknis.
Beragam peralatan seperti gergaji mesin, mesin pompa air, serta peralatan
operasional lain diperkenalkan beserta fungsi dan prosedur penggunaannya.
Demonstrasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih
komprehensif kepada peserta bahwa kegiatan penanggulangan bencana
melibatkan banyak aspek sekaligus, mulai dari penyelamatan fisik hingga

dukungan mental bagi para korban. Melalui kegiatan ini, BPBD Kota Blitar
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berharap lahir tenaga kesehatan muda yang tidak hanya memiliki
keterampilan klinis, tetapi juga memiliki kepekaan psikososial dan
kemampuan berkolaborasi dalam upaya pemulihan pascabencana secara

menyeluruh.

o Gladi/Simulasi Pasar Tangguh Bencana di Pasar Wage

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Blitar menggelar
Simulasi Pasar Siaga Bencana di Pasar Wage, Jalan Mastrip, Kecamatan
Kepanjenkidul, Kamis 21 Agustus 2025. Kegiatan ini digelar bersama
Politeknik Kesehatan (Polkesma) Kementerian Kesehatan Malang Kampus 3
Blitar dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Blitar.

Acara yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB ini melibatkan
puluhan pedagang, petugas pasar, relawan kebencanaan, hingga mahasiswa
Polkesma. Simulasi ini menjadi bagian dari program Pasar Tangguh Bencana
yang digagas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk
memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di pusat keramaian. Mengingat,
bencana merupakan peristiwa yang tidak bisa diprediksi, sehingga upaya
antisipasi dan kesiapsiagaan menjadi hal penting. Kegiatan pasar tangguh
bencana dikembangkan untuk mengedukasi dan memberikan antisipasi
kepada warga, khususnya pedagang pasar, agar siap menghadapi situasi
darurat.

Simulasi ini mencakup pemasangan jalur evakuasi, hingga penentuan
titik kumpul dan simulasi evakuasi mandiri. Jalur evakuasi sudah dipasang
menuju titik kumpul di depan Pasar Wage. Harapannya, pedagang dan
pengunjung terbiasa memahami jalur evakuasi saat darurat.

Kolaborasi lintas instansi menjadi kunci dalam menciptakan
lingkungan pasar yang aman dan tangguh. FPRB bersama BPBD dan
Polkesma akan terus mendampingi pengelola pasar dalam upaya mitigasi
bencana. Simulasi Pasar Siaga Bencana ini mendapat respons positif dari
para pedagang. Mereka menilai kegiatan tersebut memberi pemahaman baru
tentang langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana di
lingkungan pasar. Dengan adanya simulasi ini, BPBD Kota Blitar berharap
seluruh pihak yang terlibat, baik pengelola pasar, pedagang, maupun

pengunjung, dapat lebih siap, sigap, dan tangguh dalam menghadapi
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kemungkinan bencana.

o Bimbingan Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan
Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
(R3P)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Blitar
menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
(Jitupasna) dan Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana (R3P) yang berlangsung di Balaikota Kusumo Wicitro, Kota
Blitar. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Blitar,
Bapak Priyo Suhartono, S. Sos, M.Si.

Dalam sambutannya, Beliau menegaskan bahwa peningkatan
kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting untuk
memastikan penanganan pascabencana dapat berjalan cepat, tepat, dan
terukur. Melalui Bimtek ini, para peserta diharapkan mampu memahami
penyusunan Jitupasna serta mampu merumuskan dokumen R3P yang
komprehensif sebagai dasar perencanaan pemulihan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh instansi terkait serta unsur TNI/Polri, PMI,

PLN, PDAM, Kasi Pemerintahan dan Trantibum se-Kota Blitar, URC BPBD

Kota Blitar, dan perwakilan dari Dinas terkait. Kehadiran berbagai unsur ini

menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan bencana,

khususnya pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Melalui kegiatan Bimtek ini, BPBD Kota Blitar berharap seluruh
peserta dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan kemampuan teknis,
dan menghasilkan perencanaan penanganan pascabencana yang lebih efektif
demi mendukung ketangguhan daerah dalam menghadapi ancaman bencana

di masa mendatang.

o Sosialisasi SAR Water Rescue (Penyelamatan di Air) Skala Perkotaan
dan SAR High Angle Rescue Technique (Penyelamatan di Ketinggian)
bagi anggota Keltana se-Kota Blitar dan URC BPBD Kota Blitar

BPBD Kota Blitar menyelenggarakan Sosialisasi SAR Water Rescue
(Penyelamatan di Air) Skala Perkotaan dan SAR High Angle Rescue Technique
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(Penyelamatan di Ketinggian) bagi anggota Keltana se-Kota Blitar dan URC
BPBD Kota Blitar. Kegiatan sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris
BPBD Kota Blitar, pada Selasa 9 Desember 2025, berlokasi di Aula BPBD Kota
Blitar. Materi Sosialisasi SAR Water Rescue Skala Perkotaan dan Sosialisasi

SAR High Angle Resque Technique, disampaikan oleh narasumber dari
Basarnas Provinsi Jawa Timur. Dengan sosialisasi ini diharapkan para
relawan memahami pengetahuan dalam melakukan tindakan penyelamatan
korban akibat bencana alam banjir dan tanah longsor, serta melakukan

penyelamatan di ketinggian dengan aman.
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3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana tahun 2025
diperoleh dari Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan
penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi Jumlah warga yang

menjadi korban bencana x 100%

Tabel 3.9
Data Kebencanaan Menurut Kelurahan di Kota Blitar Tahun 2025
Gempa Kebakaran _ .
Kecamatan Bumi Gunung | Tanah Banjir | Kekeringan Hutan, Lahan Angin Lalp )
(Tektonik) Meletus | Longsor dan . Kencang | Lain
Pemukiman
(1) &) 3 (“4) () (6) (7) (8) &)

Kecamatan
Kepanjenkidul
001. Kepanjenkidul 1 1 9
002. Kepanjenlor 1
003. Kauman 2 3
004. Bendo 4 4 2
005. Tanggung 1
006. Sentul 1 1
007. Ngadirejo 3

Kecamatan
Sananwetan
001. Rembang 6 3
002. Klampok 1
003. Plosokerep 1 6 3
004. Karangtengah 11
005. Sananwetan 1 1 7
006. Bendogerit
007. Gedog 5

Kecamatan Sukorejo
001. Tlumpu 5
002. Karangsari 2
003. Turi 1
004. Blitar
005. Sukorejo 1 3 6
006. Pakunden 1
007. Tanjungsari ) 2
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Tabel 3.10

JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENDAPATKAN PELAYANAN

PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

TAHUN 2025
Tanggal Jenis
NO Nama Alamat . Keterangan
Kejadian Bencana

1 Pak Sugiono Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

2 Pak Banar Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

3 Pak Bonces Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

4 Pak Agung Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

5 Pak Galijo Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

6 Pak Marpan Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

7 Pak Nanang Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

8 Pak Trio Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

9 Bu Ida Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

10 | Pak Sudarmanto Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

11 | Bu Sri Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

12 | Bu Ningsuryanto Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

13 | Pak Topa Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

14 | Pak Sugino Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

15 | Bu Yuliati Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

16 | Bu Binti Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

17 | Bu suarti Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

18 | Bu titik Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

19 | Pak sutadi Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan
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NO Nama Alamat Ta.nggal Jenis Keterangan
Kejadian Bencana

20 | Bu Binti Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

21 | Bu sutris Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

22 | Bu titin Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

23 | Bu tutik Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

24 | Pak sumali Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

25 | Bu fitri Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

26 | Pak Vendah Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

27 | pak sunyoto Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

28 | Bu sumiati Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

29 | Bu mudawari Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

30 | Pak hari Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

31 | Pak Mukib Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

32 | Pak imam safii Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

33 | Pak Ghani Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

34 | Pak andriono Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

35 | Pak syuhada Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

36 | Pak yudi Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

37 | pak roney Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

38 | Bu Siti Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

39 | Pak Sutrisno Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

40 | Pak Totok Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

41 | Bu sulastri Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan
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NO Nama Alamat Ta.nggal Jenis Keterangan
Kejadian Bencana

42 | Pak Udin Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

43 | Pak agus Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

44 | Bu maryam Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

45 | Bu Bahrun Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

46 | Bu Dimyati Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

47 | Bu Diana Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

48 | Pak marsudi Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

49 | Bu safaah Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

50 | Bu suhermin Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

51 | Bu nurjanah Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

52 | Bu kusno Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

53 | Bu mudrikah Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

54 | Bu sofiah Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

55 | Bu Denok Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

56 | Pak arik Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

57 | Bu sadiah Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

58 | Bu susilowati Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

59 | Pak Santo Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

60 | Bu Darwati Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

61 | Buendah Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

62 | Bueli Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

63 | Pak Nasib Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan
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NO Nama Alamat Ta."gga' Jenis Keterangan
Kejadian Bencana
64 | Bu Dina Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan
65 | Bu Siti saidah Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan
66 | Pak Suyanto Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan
67 | Pak Mul Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan
68 | Pak imam Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan
69 | Pak samsudin Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan
70 | BuRida Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan
71 | Pak Bidin Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan
72 | Pak Ali Kel. Plosokerep, 7 Januari | Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan
73 | Budi Wiryanto Kel. Bendo, Kec. 7 Januari | Banjir Tertangani
Kepanjenkidul 2025 Luapan
74 | Yudhi Kusworo Kel. Bendo, Kec. 7 Januari | Banjir Tertangani
Kepanjenkidul 2025 Luapan
75 | Setiawan Djoko Kel. Bendo, Kec. 7 Januari | Banjir Tertangani
Samudra Kepanjenkidul 2025 Luapan
76 | Ani Wahyuningsih Kel. Bendo, Kec. 7 Januari | Banjir Tertangani
Kepanjenkidul 2025 Luapan
77 | Samuel Tony Kel. Bendo, Kec. 7 Januari | Banjir Tertangani
Iswanto Kepanjenkidul 2025 Luapan
78 | Anindyawan Kel. Bendo, Kec. 7 Januari | Banjir Tertangani
Prakasita Kepanjenkidul 2025 Luapan
79 | Dodin Kel. Bendo, Kec. 7 Januari | Banjir Tertangani
Hariwandanoe Kepanjenkidul 2025 Luapan
80 | Krisna Swanda Dwi | Kel. Bendo, Kec. 7 Januari | Banjir Tertangani
Putra Kepanjenkidul 2025 Luapan
81 | Elvira Tri Indriyawati | Kel. Sananwetan, 7 Januari | Tanah Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Longsor
82 | Edi Susanti Kel. Kauman, Kec. | 22 Cuaca Tertangani
Kepanjenkidul Januari Ekstrem
2025
83 | Sutresno Kel. Kauman, Kec. | 22 Cuaca Tertangani
Kepanjenkidul Januari | Ekstrem
2025
84 | Ramaiji Kel. Blitar, Kec. 30 Cuaca Tertangani
Sukorejo Januari Ekstrem
2025
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85 | Harsono Kel. 6 Cuaca Tertangani
Kepanjenkidul, Februari | Ekstrem
Kec. 2025
Kepanjenkidul

86 | Deni Kel. 18 Tanah Tertangani
Kepanjenkidul, Februari | Longsor
Kec. 2025
Kepanjenkidul

87 | Ani Kel. Sukorejo, Kec. | 21 Maret | Cuaca Tertangani
Sukorejo 2025 Ekstrem

88 | Al Rukiyah Kel. Plosokerep, 15 Mei Banijir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

89 | Al Rukiyah Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

90 | Imam Syafii Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

91 | Bahrun Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

92 | Udin Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

93 | Agus Purnomo Kel. Plosokerep, 15 Mei Banijir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

94 | Nurcholis Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

95 | Syuhadak Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

96 | YudhiK Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

97 | Hendry Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

98 | Rudi Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

99 | Yuni Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

100 | Titin Mulyatin Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

101 | Upik Kel. Plosokerep, 15 Mei Banijir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

102 | Mutik Amanah Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

103 | Maryam Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

104 | Titik Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan
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105 | Sutrisno Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

106 | Totok Kel. Plosokerep, 15 Mei Banijir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

107 | Huda Kel. Plosokerep, 15 Mei Banijir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

108 | Muhib Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

109 | Hariyanto Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

110 | Sunyoto Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

111 | Fenda Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

112 | Sumiati Kel. Plosokerep, 15 Mei Banijir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

113 | Mudawari Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

114 | Astutik Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

115 | Sutaji Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

116 | Andriono Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

117 | Tukawan Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

118 | Norman Fahrudin Kel. Plosokerep, 15 Mei Banijir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

119 | Dewi Halimah Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

120 | Murtini Kel. Plosokerep, 15 Mei Banijir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

121 | Suwarti Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

122 | Ma'ruf Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

123 | Rochanah Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

124 | Fitri Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

125 | Tohariyanto Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

126 | Solichah Kel. Plosokerep, 15 Mei Banijir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan
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127 | Mesri Kel. Plosokerep, 15 Mei Banjir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

128 | Erling Kel. Turi, Kec. 15 Mei Banjir Tertangani
Sukorejo 2025 Luapan

129 | Tika Kel. Turi, Kec. 15 Mei Banijir Tertangani
Sukorejo 2025 Luapan

130 | Drajat Suratmoko Kel. Turi, Kec. 15 Mei Banjir Tertangani
Sukorejo 2025 Luapan

131 | Mudrikah Kel. Turi, Kec. 15 Mei Banjir Tertangani
Sukorejo 2025 Luapan

132 | Totok Budianto Kel. Turi, Kec. 15 Mei Banjir Tertangani
Sukorejo 2025 Luapan

133 | Agus Kel. Turi, Kec. 15 Mei Banjir Tertangani
Sukorejo 2025 Luapan

134 | Katiyah Kel. Turi, Kec. 15 Mei Banijir Tertangani
Sukorejo 2025 Luapan

135 | Moch. Naim Kel. Turi, Kec. 15 Mei Banjir Tertangani
Sukorejo 2025 Luapan

136 | Sunarsih Kel. Turi, Kec. 15 Mei Banjir Tertangani
Sukorejo 2025 Luapan

137 | Yusuf Kel. Turi, Kec. 15 Mei Banjir Tertangani
Sukorejo 2025 Luapan

138 | Sugito Kel. Turi, Kec. 15 Mei Banjir Tertangani
Sukorejo 2025 Luapan

139 | Karsini Kel. Turi, Kec. 15 Mei Banjir Tertangani
Sukorejo 2025 Luapan

140 | Priyambodo Kel. Turi, Kec. 15 Mei Banijir Tertangani
Sukorejo 2025 Luapan

141 | Agung S Kel. Turi, Kec. 15 Mei Banjir Tertangani
Sukorejo 2025 Luapan

142 | Minik Kel. Turi, Kec. 15 Mei Banijir Tertangani
Sukorejo 2025 Luapan

143 | rio Kel. Turi, Kec. 15 Mei Banjir Tertangani
Sukorejo 2025 Luapan

144 | arik Kel. Turi, Kec. 15 Mei Banjir Tertangani
Sukorejo 2025 Luapan

145 | hartatik Kel. Turi, Kec. 15 Mei Banjir Tertangani
Sukorejo 2025 Luapan

146 | cicik Kel. Turi, Kec. 15 Mei Banjir Tertangani
Sukorejo 2025 Luapan

147 | yuni Kel. Turi, Kec. 15 Mei Banjir Tertangani
Sukorejo 2025 Luapan

148 | mujiamah Kel. Turi, Kec. 15 Mei Banijir Tertangani
Sukorejo 2025 Luapan
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149 | kusti Kel. Turi, Kec. 15 Mei Banjir Tertangani
Sukorejo 2025 Luapan

150 | topin Kel. Turi, Kec. 15 Mei Banjir Tertangani
Sukorejo 2025 Luapan

151 | Sugianto Kel. Plosokerep, 15 Mei Banijir Tertangani
Kec. Sananwetan | 2025 Luapan

152 | Wahyu Kel. Klampok, 15 Mei Banjir Tertangani
Sananwetan 2025 Luapan

153 | Alfian Kel. Klampok, 15 Mei Banjir Tertangani
Sananwetan 2025 Luapan

154 | llyas Kel. Klampok, 15 Mei Banjir Tertangani
Sananwetan 2025 Luapan

155 | Mariatun Kel. Klampok, 15 Mei Banjir Tertangani
Sananwetan 2025 Luapan

156 | Abdullah Kel. Klampok, 15 Mei Banijir Tertangani
Sananwetan 2025 Luapan

157 | Rohman Kel. Klampok, 15 Mei Banjir Tertangani
Sananwetan 2025 Luapan

158 | Handoko Kel. Kepanjenkidul | 15 Mei Banjir Tertangani
, Kec. 2025 Luapan
Kepanjenkidul

TOTAL 158

Jumlah warga negara yang 158

mendapatkan pelayanan

penyelamatan dan evakuasi

korban bencana

Jumlah warga negara yang 158

menjadi korban bencana

Persentase Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana

158 x 100% = 100%
158
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Permasalahan yang dihadapi :

1. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi penanganan bencana

2. Terbatasnya Jenis Sarpras penanganan bencana (berdasarkan jenis
penanganan bencana)

Tindak Lanjut :

1. Mengoptimalkan kerjasama dengan OPD teknis terkait penanganan
bencana

2. Mengevaluasi standar minimal peralatan penanganan bencana

Faktor Pendukung :

1. Adanya dukungan dari OPD teknis dalam penanganan bencana

2. Adanya bantuan sarpras dari BPBD Provinsi Jatim dan BNPB

Pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana
perlu dilakukan terus menerus. Informasi terkait bencana perlu
dikumpulkan, diproses, dianalisis dan selanjutnya disusun laporan.
Informasi disini tidak hanya menyangkut kejadian bencana, namun juga
upaya penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik saat pra
bencana maupun pasca bencana. Pada proses ini perlu adanya Pusat
Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) yang
mampu mengelola data dan informasi hingga menyebarluaskan kepada
pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media. Pusat Pengendalian
Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat PUSDALOPS
PB adalah unsur pelaksana di BPBD yang bertugas menyelenggarakan
sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

UNIT OPERASI ( URC) PUSDALOPS
. Melaksanakan pengkajian awal | Tugas Pokok:
secara cepat dan tepat di lokasi| 1. Sebelum kejadian / bencana:
kejadian / bencana dengan memberikan dukungan kegiatan pada
mengidentifikasi: saat sebelum bencana (pengumpul,

a. cakupan lokasi kejadian / bencana
b. jumlah korban
c. kerusakan sarana dan prasarana

d. gangguan terhadap fungsi
pelayanan umum serta
pemerintahan

pengolah, penyaji data dan informasi
kebencanaan) secara rutin

. Saat kejadian / bencana: memberikan

dukungan pada Posko Tanggap Darurat
dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat
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UNIT OPERASI ( URC )

PUSDALOPS

2. Melaksanakan tindakan awal dalam
penanganan kejadian baik jiwa
maupun harta benda

3. Mengaktivasi Posko PB / BPBD Kota
Blitar

4. Memperlancar koordinasi dengan
seluruh sektor yang terlibat dalam
penanganan kejadian / bencana

5. Menyampaikan saran yang tepat
dalam upaya penanganan kejadian /
bencana

6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas
secara periodik:

a. Laporan awal sesaat setelah tiba di
lokasi kejadian / bencana

b. Laporan berkala / perkembangan
(harian dan insidentil)

c. Laporan lengkap/akhir penugasan

Sumber: Peraturan Kepala BNPB Nomor
9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap
Tim Reaksi Cepat Badan Nasional
Penanggulangan Bencana

3. Paska kejadian / bencana: memberikan
dukungan kegiatan pada saat setelah
kejadian / bencana terjadi (penyedia
data dan informasi khususnya dalam

pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi)
Fungsi:
1. Fungsi penerima, pengelola dan

pendistribusi informasi kebencanaan
2. Fungsi penerima, pengolah, dan penerus
peringatan dini kepada instansi terkait

masyarakat
3. Fungsi tanggap darurat sebagai
fasilitator pengerahan sumber daya

untuk penanganan tanggap darurat
bencana secara cepat tepat, efisien dan
efektif

4. Fungsi koordinasi, komunikasi dan
sinkronisasi pelaksanaan
penanggulangan bencana

Tanggungjawab:

1. Secara Struktural: wunit pemantau
kebencanaan dari BPBD yang
menyelenggarakan kegiatan
penanggulangan bencana

2. Secara Institusional: sebagai
pelaksana amanah peraturan
perundang-undangan kebencanaan
yang berlaku

3. Secara Operasional: sebagai pelaksana
tugas pokok, fungsi, dan peran

Pusdalops PB

Sumber: Peraturan Kepala BNPB Nomor 15
Tahun 2012 Tentang Pedoman Pusat
Pengendalian @ Operasi = Penanggulangan
Bencana (Pusdalops-PB)
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Nomor SOP 300.2.1 /92 /4w 205/ 2023
Tgl P d 12- Janvan 2053
Tgl Revisi
J— Tgl Peng
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Disahkan Oleh
PEMERINTAH KOTA BLITAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1
NIP. 19680808 199703 1 006
Nama SOP .
Informasi Kefadian Awal
Dasar Hukum Kualifikasi k
1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana; 1. Struktur Orga i Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Pusdalops PB.
Penanggulangan Bencana; 3. Memahami mekanisme penanggulangan bencana.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional | 4. Mempunyai puan untuk yaan penyusunan perencanaan dalam

Penanggulangan Bencana;
Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

untuk

penyelenggaraan penganggulangan bencana.

umur; pértanggulangan bencana.

vasikan dan melaksanakan kebijakan

5. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan BPBD; 6. Mampu menggunakan komputer dan perangkat lunaknya.
6. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat 7. Mampu menggunakan radio komunikasi.
Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 27
September 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi
Jawa Timur;
Keterkaitan Perlengkapan
1. SOP Kedaruratan 1. Buku Kerja / Pedoman,

2. Komputer Lengkap, Telepon, Seluler, Radio Komunikasi dan Server.

1.

n :
Diperiukan koordinasi dengan seluruh Bidang terkait.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Komponen/unit kerja yang terkait

SOP INFORMASI AWAL BENCANA

No Kegiatan Polshuna Mutu baku
Operator Supervisor Manager Kalaksa Kabid KL Kelengkapan Waktu Output
Terkait dengan SOP
1 |Menerima Informasi Kejadian @ Berita Kejadian 5 menit Logsheet Kejadian Laporan Harian
/ Khusus
Konfirmasi dan klarifikasi ketepatan berita E‘:" Pihak Terkait : Relawan,
5 Telepon/Radio/Email/ | 10-30 Informasi Kejadian Jajaran Samping, OPD
Whatsapp menit (benar/tidak) Terkait PB di level
Kabupaten/Kota
) 4
Menginventarisir Data Kejadian (1. Lengkap LJ Komputer, Format T
3 |/2. Belum Lengkap) m‘;“” n.b 10 menit | Update Data Awal Kejadian
1
| } Komputer dan Printer,
4 |Membuat Laporan Awal Kejadian Format Teks Laporan | 10 menit | Draft Laporan Awal Kejadian
Awal Kejadian
& 5 A Pihak Terkait : Internal
Draft Laporan Awal
5 |Pimpinan (Meminta persetujuan untuk | l—-ul_ ! Koreksi Laporan Awal | BPBD, Pusdalops BPBD
rl Kejadian, Format Hasil | 30 menit
meneruskan Laporan ke Pihak Terkait) Analisa Kejadian, Hasil Analisa Provinsi Jawa Timur,Jajaran
- Samping, OPD Terkait PB
)
180 Disposisi untuk Menyiapkan | Terhubung dengan SOP
1 Laporan Awal Kejadian,
6 |serta mendisposisi ke Bidang KRR untuk <>—-@ ool Anaben Noks'. |- 30w Laporan Khusus ke Gubernur|Kedaruratan apabila terjadi
Tindak Lanjut (1.Ya/2.Tidak) Dinas dan Perintah untuk eskalasi / status Bencana
Pergerakan TRC Provinsi
- Pihak Terkait : Internal
7 |Menyampaikan Laporan ke Pihak Terkait | _ll Komputer, Whatsapp s Laporan Awal Moda Teks |BPBD, Pusdalops BPBD
Group ‘Whatsapp Group Provinsi Jawa Timur,Jajaran
Samping, OPD Terkait PB
Menyimpan Laporan Awal sebagai bahan
a Laporan Harian / Khusus St Komputer, Server 5 menkt Wold::'d-mu
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BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH #)% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOrTABLITAN - KoTA BLITAR
LAPORAN AKTIVITAS
GUNUNG KELUD EERIODE
27 MEI 2025

BerAKHLAK suru

KASI C
e LY el R 0000 0300 0600 0900 1200 1500 1800 2100
gl ey
Kepanjenkidul a A A A 18-29 m 27 57-93
Sumber Doto: KESOM, Badan Geolagi, PYMBG Pos Pengamatar =
FINOKK Sananwetan A A A B 18-30 ﬂ 27 58 - 94
AA KLIMATOLOGI & KEGEMPAAN Sukorejo a A& a 59-95
Cuaca berawan hingga mendung, angin lemah hingga sedang « Fekeonik Lokal
ke arah selatan, barat daya dan barat. Suhu udara sekitar 1 Kali 7 <
: gempa Tektonik Lokl dengan amplitudo 33 mm, 5-P 3 & & ak
20:30°C Kelembaban 62-823 7.94 detlk dan lama gempa 322 detik. z Y & > & . B
+ Tektonik jauh ¢
1 kali gempaJTekmnlk Jauh dengan amplitudo 21 mm, S ‘:P_A Ceroh  Cerah Berawan Berawan  Berawian Tebal  Asap Kabut  HujanRingan Hujon Sedang Hujanlebot  Hujan Petir

9« VISUAL 22.87 detik dan lama gempa 82 detik.

« Gunung apl terlihat felas hingga tertutup Kabut 0-l. Asap 1) REKOMENDAST
kawiah tidak teramati. Agar masyarakat tidak perlu panik, stop berita hoaks dan BerAKHLAK
5 Cuaca berawan hingga mendung, angin lemah hingga sedang dapatkan informasi yang bertanggung jawab  melalui e
ke arah selatan, barat daya dan barat. https://linktr. ee/PYMBG

Keadaan dapat berubah sewaktu-viaktu

= PERINGATAN DINI CUACA
WILAYAH JAWA TIMUR

UPDATE Peringatan Dini Cuaca Wilayah Jawa Timur tgi 07 November 2025 pid. 15:30 WIB masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
yang dopat disertai kilot/petir dan angin kencang pada pki 15:40 WIB di Kabupaten Pacitan: Nawangan, Bandar, Tegalombo, Tulakan, Ngadirojo, Sudimoro,
Kabupaten Trenggolek: Panggul, Karangan, Trenggalek, Pogalan, Kabupaten Tulungagung: Pagerwojo, Kabupaten Blitar; Srangot, Ponggak, Sanankulon, Nglegok,
Kabupaten Kadiri: Popar, Purwoasri, Plemahan, Pare, Kepung, Kandangon, Kunjong, Kayen Kidul, Badas, Kabupaten Malang: Pagok, Bantur, Ampelgading,
Gondanglegi, Keponjen, sung,o.m Karang Ploso, Singosar, Lowong, Pagelaran, Kobupaten Lumajang: Pronojiwo, Ranuyoso, Kobupaten Jember: Gumukmas,

Umbulsari, Semboro, Puger, Bangsalsari, Bolung, Wuluhan, Ambulu, Romblpaj, Pant, Sukorambi, Jenggawah, Ajung, Tempurejo, Kaliwates, Patrang, Sumbersar),
Arjasa, Mumbulsari, Pakusari, Jelbuk, Mayang, Kalisat, Ledokombao, Sukowono, Silo, Kabupaten Banyuwangi: Pesanggaran, Bangorejo, Gambiran, Genteng, Glenmore,
Kallbary, Siliragung, Tega Kohupnhn Bandowoso: Maesan, Tamanan, Grujugan, Curahdami, Tenggarang, Bondawaso, Tegalampel, Jambesar} Darus Sholah,
Kabupaten Probolingge: Lumbang, Kbupaten Pasuruan: Purwodadi, Lumbang, Ksjayan, Wonorejo, Purwasari, Kabupaten Sidoarjo: Tarik, Prambon, Candi, Sidoa
Krian, Bolongbendo, Taman, Sukodono, Buduran, Gedangan, Sedati, Kabupaten Mojokerto: Puri, Trowulan, Sooko, Mojoanyar, Kabupaten Jombang: Parak, Gudo,
Ngoro, Mojoagung, Sumoblto, Plandaan, Kabuh, Bandarkedungmulyo, Megaluh, Kabupaten Noanjuk: Ngranggot, Kertosone, Patianrowo, Baron, Jotikolen, Kabupoten
Bojonegora: Ngraho, Tombakrejo, Kahupﬂ!en Gresik: Wringinanom, Driyorejo, Kabupaten Pamekasan: Pamekasan, Palenggaon, Pegantenan, Larangan, Kadur, Koto
Blitar- Kepanjeniidul, Kota Malang: Sukun, Lowokwary, Kota Mojokerto: Magersori, Kronggan, Kota Batu- Baty, Bumiaj), Junrejo, dan sekitarnya,

Dan dapot meluas ke wilayah Kabupaten Pacitan: Donorojo, Pringkuku, Punung, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Kabupaten Ponorogo: Slahung, Ngrayun, Bungkal,
Sambit, Sawoo, Saoko, Pulung, Miarok, Jetis, Siman, Balong, Kauman, Badegan, Sampung, Sukarejo, Babodan, Ponarogo, Jenangan, Jambon, Pudak, Kabupaten
Trenggolek: Munjungan, Pule, Dongks, Tugy, Kampak, Watulimo, Bendungon, Gandusac, Durenan, Suruh, Kabupoten Tukingagung: Tulungogung, Boyolongy,
Kedungwaru, Ngontru, Kauman, Sendang, Karangrejo, Gondang, Sumbergempol, Ngunut, Pucanglaban, Rejotangan, Kalidawir, Besukd, Compurdarat, Bandung, Pokel,
Tanggunggunung, Kabupaten Blitar; Wonodadi, Udanaws, Kademangan, Bokung, Wonotirto, Kanigoro, Garum, Sutojayan, Panggungrejo, Talun, Gandusarl, Binangun,
Wiingi, Doko, Kesamben, Wates, Selorejo, Selopuro, Kabupaten Kedirt: Semen, Mojo, Kras, Ngadiuwih, Kandat, Wates, Ngoncar, Puncu, Plosoklaten, Gurah, Pagy,
Gampengrejo, Grogol, Tarokan, Banyakan, Ringinrajo, Ngasem, Kabupaten Malang: Donomulyo, Sumbermanjing Wetan, Dampit, Poncokusumo, Wajak, Turen,
Kalipare, Sumberpucung, Tajinan, Tumpang, Jabung, Pokis, Pokisaji, Ngojum, Wagk,, Pujon, Ngantang, Kasembon, Gedangon, Tirtoyudo, Kromengan, Wonosari,
Kabupoten Lumajang: Tempursari, Candipuro, Pasirian, Tempeh, Kunlr, Yosowilangun, Rowokongkung, Tekung, Lumojang, Posrujambe, Senduro, Guoialit, Padang,
Sukodono, Kedungjajang, Jotiroto, Randuagung, Klokah, Sumbersuko, Kabupaten Jember: Jombang, Kencong, Sumberbaru, Tanggul, Sumberjombe, Kabupaten
Banyumangt: Purwoharjo, Tegaldiimo, Muncar, Cluring, Srono, Singojuruh, Rogojampi, Kabat, Glagah, Giri, Songgon, Sempu, Kalipuro, Licin, Kabupaten Bondowoso:
Tiogosari, Pujer, Wanosari, Tapen, Wringin, Pakem, Binakol, Taman Krocok, Kabupaten Situbondo: Jatibantang, Besuki, Suboh, Miandingan, Sumbermalang,
wuanyar, Tiris, Kruci, Gading, Pakuniran, Kotaanyar, Paiton, Besuk, Kraksaan,
Sukorejo, Prigen,
G ), , oatjo: Krembung,
Porong, Jobon, Tanggulangin, Tulangan, Wonoayw, Wary, Kabupaten Mojokerto: Jotirejo, Gondang, Pacet, Trawas, Ngoro, Pungging, Kutorejo, Mojosar), Dianggu,
Bangsal, Gedeg, Kemlagi, Jetis, Dawarblandong, Kabupaten Jombang: Bareng, Wonosalam, Mnimmo, Diwek, Jombang, Peterongan, Kesamben, Tembelang, Ploso,
Kudu, Jogorato, Ngusikan, Kabupaten Nganjuk: Sawahan, Ngetas, Berbek, Locerst, Pace, Prambon, Tanjunganom, Sukemoro, Nganjuk, Bagor, Wilangan, Rajoso,
Gondang, Ngluyu, Langkong, Kabupaten Madiun: Gemarang, Saradan, Pilangkanceng, Kabupaten Magetan: Pancol, Parang, Lembeyan, Plaosan, Ngdriboyo, Sidorejo,
Kabupaten Ngaw: Korangjoti, Padas, Ngaw, Bringin, Kasreman, Kabupaten Bojonegaro: Ngambon, Ngasam, Bubulan, Dander, Sugitwaras, Kedungadenn, Kapos,
Purwosar), Podangon, Kasimon, Temayang, Margomulyo, Sukosew, Gondang, Sekar, Gayam, Kabupaten Lamongan: Sukorame, Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Mantup,
Kabupaten Gresik Bolongponggang, Benjeng, Kedamean, Menganti, Kabupaten Sampang: Sompang, Camplong, Omben, Kedungdung, Karongpenang, Kabupoten
Pamekasan: Tlanakan, Pademowy, Galis, Proppo, Pakong, Waru, Batumarmar, Kabupoten Sumenep: Kalianget, Talango, Biuto, Saronggi, Lenteng, Gili Ginting, Guluk-
Guluk, Ganding, Pragaan, Kota Kedirk Mojoroto, Kota, Pesantren, Kota Bitar: Sukorajo, Sananwetan, Kota Molang: Blimbing, Kiojen, Kedungkondang, Kota
Probolinggo: Kadamangan, Wonoasih, Meyangan, Kanigaran, Kedopak, Kota Pasuruan: Purworejo, Bugul Kidul, Gadingrejo, Kota Mojokerto: Prajurit Kulon, Kota
Surabaya: Karangpilang, Wonocolo, Rungkit, Wonokromo, Sukolile, Lakarsontri, Wiyung, Dukubpakis, Gayungon, Jambangan, Tenggilis Mejoyo, Gunung Anyor,
Sukomanunggol, Sambikerep, dan sekitarnya.

Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pd 18:40 WIB

Prokirawon BMKG - Jowa Timur

www.bmkg.go.id | ©©@ @ infoBMKG | @ call center 196

Informasi Peringatan Dini

RsllNRlNE
GATAN
GEMPA BUM|

Early warning system
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Sebagai salah satu upaya mitigasi bencana hidromoteorologi di
wilayah Kota Blitar, BPBD Kota Blitar secara aktif menyebarluaskan
informasi kepada masyarakat terkait perkembangan kondisi cuaca yang
terjadi di wilayah Kota Blitar yang bersumber dari informasi resmi Badan
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Informasi tersebut didapatkan
melalui saluran resmi BMKG Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo meliputi
antara lain :

1. Release cuaca mingguan

2. Prakiraan cuaca harian

3. Peringatan dini cuaca tiga harian

4. Peringatan dini cuaca tiga jam sebelum kejadian
Informasi tersebut sangat bermanfaat bagi BPBD Kota Blitar dalam
mengantisipasi cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi yang dapat
menimpa sewaktu-waktu.

Untuk mengukur kekuatan getaran gempa yang terjadi, BMKG telah
memasang alat berupa intensity meter di Kota Blitar yang mampu merekam
getaran gempa, selanjutnya mengirimkan data ke pusat pengolahan data
gempa BMKG dan diproses untuk mendapatkan hasil berupa peta goncangan.

Selain intensity meter, Kota Blitar juga telah mendapatkan fasilitas
peralatan dari BMKG berupa monitor WRS INATEWS (Warning Receiver System
Indonesian Tsunamy Early Warning System). Fungsi WRS INATEWS BMKG
Indonesia adalah memberikan peringatan dini terhadap potensi terjadinya
tsunami di wilayah Indonesia. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi gempa
bumi bawah laut yang dapat menyebabkan tsunami dan memberikan
peringatan kepada masyarakat serta pihak berwenang untuk mengambil
tindakan pencegahan. Beberapa fungsi utama antara lain pendeteksian gempa
bumi bawah laut, pengumpulan dan analisa data, peringatan dini serta
pengembangan kesadaran masyarakat. WRS INATEWS yang ada di BPBD Kota
Blitar terhubung secara online dengan website BMKG, dan memberikan
informasi gempa bumi secara real time di seluruh wilayah Indonesia. Apabila
ada informasi terkait Kota Blitar akan segera disebarluaskan melalui media
informasi yang dikelola oleh PUSDALOP PB baik berupa media sosial maupun

group whatsapp penanggulangan bencana.
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BPBD Kota Blitar juga menerima bantuan Early Warning System (EWS)
gempa bumi dari BPBD Provinsi Jawa Timur berupa sirine detektor yang akan
menyala dan memberikan peringatan berupa nyala lampu dan sirine apabila
terjadi goncangan gempa bumi dengan kekuatan 5 skala richter ke atas. Alat
detektor ini berjumlah 2 (dua) unit, terpasang di kantor BPBD Kota Blitar dan
di Pasar Legi.

Bantuan dari BNPB lainnya berupa satu unit Truk Serbaguna untuk

BPBD Kota Blitar sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di
daerah. Peluncuran armada bantuan tersebut dilakukan pada pembukaan
Hakordia Muda Mudi Fest 2025, Sabtu 6 Desember 2025, di halaman
Monumen PETA. Mobil Tanggap Bencana tersebut akan menambah
kemampuan BPBD dalam merespons keadaan darurat secara cepat dan
terukur sekaligus menjadi dorongan moral bagi tim kebencanaan di Kota

Blitar.
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PERJANJIAN KERJASAMA 4
ANTARA .‘
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BLITAR
DAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG
PRODI DIII KEPERAWATAN BLITAR
TENTANG
PENANGANAN TRAUMA PSIKOLOGIS PASCA BENCANA MELALUI
PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL

NOMOR  :000.4.7.2/001/PK/BPBD/V1/2025
NOMOR  :HK.03.01/FXIIL15.4/690/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Juni Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kota Blitar,

yang bertanda tangan dibawah ini:

1. AGUS SUHERLI : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kota Blitar, berkedudukan di Jalan
Veteran Nomor 75 Kelurahan Kepanjenkidul,
Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama BPBD Kota Blitar,
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. WIWIN MARTININGSIH : Ketua Program Studi DIl Keperawatan Blitar
Poltekkes Kemenkes Malang berkedudukan di Jalan
Dr. Soetomo No. 56 Kelurahan Sananwetan,
Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes
Malang Prodi Keperawatan Blitar yang selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara
sendiri-sendiri disebut PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian

jasama dalam hal bencana yakni pada fase pasca bencana
pada tekhnis PENANGANAN TRAUMA PSIKOLOGIS PASCA BENCANA MELALUI
PEND, N P AL yang secara by dengan

ketentuan sebagai berikut:

Dasar Pelaksanaan :
1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017
Tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
2. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Blitar dan Politeknik Kesehatan Kemenkes
Malang Nomor 21 Tahun 2022 dan Nomor HK.03.01/2.8/4253/2022 Tentang Penelitian,

ghajian, dan Kepada Serta Kualitas
Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Kota Blitar

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk
mengoptimalkan  seluruh sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam

v bencana fase pasca bencana df Kota Blitar.
(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penanggulangan

bencana fase pasca bencana;

Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana fase pasca
bencana;

c berupa sosial;

o

Meminimalisir korban dampak bencana secara terpadu.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

(1) Ruang Lingkup Perjanjiann Kerjsa Sama ini pada Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana fase pasca bencana pada PENANGANAN TRAUMA PSIKOLOGIS PASCA
BENCANA MELALUI PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL yang dilaksanakan sesual

dengan tugas dan bidang masing-masing PARA PIHAK sesuai ketentuan yang meliputi:

a. Pelaksanaan pelatihan dan/atau simulasi;

b, rencana i sosial;

c Pengalokasian sumber daya dan dana;

d. sosial;
. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Pasal 3
BENTUK KERJA SAMA
Bentuk Kerjasama ini meliputi:
(1) Koordinasi dengan masyarakat dan Lembaga yang menangani korban pasca bencana;
(2) Penelitian dan pengkajian korban trauma psikologi pasca bencana;
(3) Kesediaan Pihak Ke Il (KEDUA) sebagai lokus layanan
korban trauma psikologis pasca bencana

(4) Pemanfaatan sarana prasarana dan personil PARA PIHAK;
(5) Kerjasama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara mutandis sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada
anggaran PARA PIHAK sesual dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-
masing PIHAK atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlaku sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang sesual kesepakatan PARA PIHAK dengan

ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kerjasama ini harus
memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1
(satu) bulan sebelum habis masa berlaku.

(3) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan
perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan
berlakukanya perjanjian Kerjasama ini.

Demikian perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK di Kota

Blitar, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-

masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

73



Sebagai upaya penanggulangan bencana pada fase pascabencana,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar bekerjasama dengan
Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang Prodi D-III Keperawatan Blitar tentang
Penanganan Trauma Psikologis Pascabencana melalui Pendampingan
Psikososial. Kolaborasi ini berfokus pada pemulihan kesehatan mental korban
bencana melalui Layanan Dukungan Psikososial (LDP). Program Ini adalah
wujud komitmen bersama untuk memaksimalkan respon psikologis di
lapangan dengan tujuan mempercepat pemulihan kondisi mental, memberikan
rasa aman, dan meningkatkan kemampuan adaptasi korban pascabencana.
Kerjasama ini disahkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS)

pada awal Juni 2025.

B. Akuntabilitas Keuangan
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai.
Pada tahun 2025 jumlah anggaran belanja terperinci secara garis besar
sebagai berikut:

1 Belanja Operasi : Rp. 4.639.583.302,73

2 Belanja Modal : Rp. 131.149.056,27

Jumlah Belanja Daerah Rp. 4.770.732.359,00

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja
No. | Jenis Belanja Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
o
1. Belanja Operasi 4.639.583.302,73 | 4.140.419.134,00 8(9{02)4
2. Belanja Modal 131.149.056,27 120.511.647,00 91,89
JUMLAH 4.770.732.359,00 | 4.260.930.781,00 | 89,31

Dari jumlah anggaran Rp 4.770.732.359 sampai dengan 31 Desember 2025
telah terealisasi sebesar Rp 4.260.930.781 dengan capaian 89,31%. Adapun
khusus untuk anggaran dan realisasi belanja langsung program /kegiatan

tahun 2025 tersebut dipaparkan melalui Tabel 3.12 di bawah ini:
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Tabel 3.12

Realisasi Anggaran untuk Setiap Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan Tahun 2025

No.

URAIAN PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB-
KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI

(Rp) %

2

3

4 5

PROGRAM
PENANGGULANGAN
BENCANA

994.478.260,27

815.238.078 | 81,98

1.1

Pelayanan Informasi
Rawan Bencana
Kabupaten / Kota

288.641.000

221.851.752 | 76,86

1.1.1

Sosialisasi,
Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE)
Rawan Bencana
Kabupaten / Kota (Per
Jenis Ancaman
Bencana)

138.641.000

122.896.752 | 88,64

1.1.2

Penyusunan Kajian
Risiko Bencana
Kabupaten/Kota

150.000.000

98.955.000 | 65,97

1.2

Pelayanan
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana

491.890.360,27

440.468.485 | 89,55

1.2.1

Penguatan Kapasitas
Kawasan untuk
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan

212.105.400

197.585.580 | 93,15

1.2.2

Pengembangan
Kapasitas Tim Reaksi
Cepat (TRC) Bencana
Kabupaten / Kota

24.487.004

13.024.600 | 53,19

1.2.3

Penyusunan Rencana
Penanggulangan
Kedaruratan Bencana

59.960.000

57.344.491 | 95,64

1.2.4

Pengendalian Operasi
dan Penyediaan
Sarana Prasarana
Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
Kabupaten/Kota

163.879.056,27

147.507.906 | 90,01
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No.

URAIAN PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB-
KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI
(Rp)

%

2

3

4

1.2.5

Pelatihan Pencegahan
dan Mitigasi Bencana
Kabupaten/Kota

31.458.900

25.005.908

79,49

1.3

Pelayanan
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban
Bencana

92.064.200

73.978.255

80,36

1.3.1

Pencarian,
Pertolongan, dan
Evakuasi Korban
Bencana
Kabupaten /Kota

57.288.200

45.396.750

79.24

1.3.2

Penyediaan Logistik
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban
Bencana
Kabupaten/Kota

34.776.000

28.581.505

82,19

1.4

Penataan Sistem
Dasar
Penanggulangan
Bencana

121.882.700

78.939.586

64,77

1.4.1

Kerjasama Antar
Lembaga dan
Kemitraan dalam
Penanggulangan
Bencana
Kabupaten /Kota

39.175.400

30.076.086

76,77

1.4.2

Bimbingan Teknis
Pasca Bencana
Kabupaten / Kota

82.707.300

48.863.500

59,08

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

3.776.254.098,73

3.445.692.703

91,25

2.1.

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

6.388.900

5.934.800

92,89

2.1.1

Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

2.684.300

2.470.900

92,05

2.1.2

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan

3.704.600

3.463.900

93,50
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No.

URAIAN PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB-
KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI
(Rp)

%

2

3

4

Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

2.2.

Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

2.370.112.974

2.153.552.158

90,86

2.2.1

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

2.366.403.974

2.150.154.158

90,86

2.2.2

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran

3.709.000

3.398.000

91,61

2.3.

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

161.072.610

113.555.119

70,50

2.3.1

Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya

30.944.600

30.396.119

98,23

2.3.2

Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan

130.128.010

83.159.000

63,91

2.4.

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

206.726.228

190.617.447

92,21

2.4.1

Penyediaan Komponen
Instalasi

Listrik /Penerangan
Bangunan Kantor

17.102.500

16.210.995

94,79

2.4.2

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

22.184.700

17.421.783

78,53

2.4.3

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

11.218.700

8.582.292

76,50

244

Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

20.732.390

20.267.600

97,76

2.4.5

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

21.315.238

14.684.873

68,89

2.4.6

Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

5.400.000

4.920.000

91,11

2.4.7

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

108.772.700

108.529.904

99,77

2.5

Pengadaan Barang
Milik Daerah

102.014.200

93.208.649

91,37
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No.

URAIAN PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB-
KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI
(Rp)

%

2

3

4

Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

2.5.1

Pengadaan Mebel

25.148.000

24.149.999

96,03

2.5.2

Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

76.866.200

69.058.650

89,84

2.6

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

612.627.987

583.040.691

95,17

2.6.1

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

77.570.487

62.779.804

80,93

2.6.2

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

535.057.500

520.260.887

97,23

2.7

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

317.311.199,73

305.783.839

96,37

2.7.1

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

117.100.800

111.625.343

95,32

2.7.2

Pemeliharaan Mebel

7.990.000

7.605.000

95,18

2.7.3

Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

49.195.000

46.629.496

94,78

2.7.4

Pemeliharaan/Rehabili
tasi Gedung kantor
atau Bangunan
Lainnya

52.975.800

52.068.000

98,29

2.7.5

Pemeliharaan/Rehabili
tasi Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung kantor atau
Bangunan Lainnya

90.049.599,73

87.856.000

97,56

JUMLAH

4.770.732.359

4.260.930.781

89,31
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1. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Pembangunan Tahun 2025
Alokasi anggaran belanja per sasaran pembangunan yang dikelola
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada tahun 2025 dapat
digambarkan melalui Tabel 3.13 sebagai berikut:

Tabel 3.13
Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran Pembangunan Tahun 2025

No Sasaran Anggaran
Uraian Indikator Rp %
1 | Meningkatnya Kapasitas | Indeks 994.478.260,27 20,85
Daerah dalam Kapasitas
Menghadapi Bencana Daerah
2 | Meningkatnya Kinerja Nilai SAKIP 3.776.254.098,73 79,15
Perangkat Daerah Perangkat
Daerah
TOTAL 4.770.732.359,00 100

Total alokasi anggaran untuk kedua sasaran pembangunan adalah Rp
4.770.732.359 dengan rincian untuk sasaran pembangunan pertama :
Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana dengan
anggaran Rp 994.478.260,27 atau 20,85%. Sasaran kedua: Meningkatnya
Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 3.776.254.098,73
atau 79,15%.

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Adapun pencapaian kinerja dan anggaran belanja yang dilaksanakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada tahun 2025 dapat
disimak pada Tabel 3.14 sebagai berikut:

Tabel 3.14
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Belanja Tahun 2025
Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Anggaran
Strategis/Program

Target | Realisasi| Capaian | Target | Reali| Capaian
sasi

Tujuan : Indeks 0,62 0,41 66,13%
Meningkatnya ketahanan

kapasitas daerah

ketangguhan

terhadap bencana
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Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Anggaran
Strategis/Program
Target | Realisasi| Capaian | Target | Reali| Capaian
sasi
Sasaran 1: 0,59 0,41 69,49% I~ 81,98%
Meningkatnya Indeks g L
kapasitas daerah kapasitas Q e
dalam menghadapi | daerah o S
ol
bencana l;'_. :
—
S o
o)
Program : 1.Persentase 94% 94.,39% 100,41% D~ 81,98%
a
Program SDM PRy 0
penanggulangan penanganan (K\D] 15
bencana bencana 0 0
yang terlatih = Q
<+ 10
@) —
o) el
2. Jumlah 3 3 100%
kelurahan kelurahan | kelurahan
Tangguh
bencana
kategori
madya
3. Persentase 70 % 70 % 100%
kelengkapan
sarana
prasarana
pendukung
penenganan
bencana
4 .Persentase 100 % 100 % 100%
kecepatan
respon
kurang dari
24 jam untuk
setiap status
darurat
bencana
Sasaran 2: (A)84,81 | (A)85,34 | 100,62% o 91,25%
Meningkatnya Nilai SAKIP ;~ -
kinerja perangkat perangkat 0 o
o ~
daerah daerah <+ o
o) o)
N ©
© n
N~ <
> <
3] ™
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Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Anggaran
Strategis/Program
Target | Realisasi| Capaian | Target | Reali| Capaian
sasi

Program : Baik Sangat 107,47% " 91,25%
Program penunjang | Indeks (84,16) Baik ; o
urusan kepuasan (90,45) o) o
pemerintahan masyarakat S_- ;
daerah 3 %

© To)

~ <

&~ <

™ ™

Pada Program penanggulangan bencana persentase realisasi anggaran

Sebesar 81,98% sedangkan pada Program penunjang urusan pemerintahan

daerah realisasi anggaran Sebesar 91,25%

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Kinerja Utama Indikator % % Tingkat
Kinerja Capaian | Penyerapan | Efisiensi
Kinerja | Anggaran
1 2 3 4 5 6=4/5
1 | Meningkatnya Indeks 69,49 81,98 0,85
Kapasitas Kapasitas
Daerah dalam Daerah
Menghadapi
Bencana
2 | Meningkatnya Nilai SAKIP | 100,62 91,25 1,1
kinerja Perangkat
Perangkat Daerah
Daerah

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator

kinerja yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan

sumber daya. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk

mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu

juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk

mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Dari tabel diatas, menunjukkan tingkat efisiensi masing-masing indikator

atas penggunaan sumber daya yang diukur. Tingkat efisiensi pada indikator
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nilai SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan angka 1,1 atau tingkat efisiensi
yang tinggi bagaimana seluruh anggaran yang tersedia telah dimaksimalkan
penggunaannya. Sedangkan untuk indikator Indeks Kapasitas Daerah
menunjukkan angka 0,85. Tidak terpenuhinya efisiensi pada indeks
kapasitas daerah disebabkan belum optimalnya koordinasi antar Organisasi
Perangkat Daerah lainnya dan instansi vertikal . Sehingga perlu upaya tindak
lanjut yaitu melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan OPD terkait
dan instansi vertikal untuk menyamakan persepsi mengenai pentingnya nilai
IKD dan pembagian peran yang jelas dalam pemenuhan data/dokumen

pendukung.

C. Prestasi / Penghargaan
Beberapa penghargaan/apresiasi yang diperoleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 antara lain :
- Partisipasi dan dukungan pada Pembentukan Satuan Pendidikan Aman
Bencana (SPAB) di SMP Negeri 7 Kota Blitar
- Apresiasi atas Study Visit Pembelajaran Praktis (Observasi) PAUD, TK Lab
UM Kota Blitar di Kantor BPBD Kota Blitar
Penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk Ilebih
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait penanggulangan

bencana.

82



e, o , =
PENINGKATAN KAPASITASDALAM PENANGGULANGAN BENCANA

MELALULCEMBINAANIFISIK. MENTAL'DAN| OIS IPUINIPEGAWAL
ERAM KOTA'

PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DA

S S

P




BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 merupakan
perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar
pada tahun anggaran 2025 yang didasarkan pada akuntabilitas. LKjIP juga
disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan
sebagai pendorong perwujudan good governance. Di lain pihak, LKjIP juga
merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan
sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan kinerja.
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan
keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah
ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Blitar Tahun 2025 dapat dikatakan baik walaupun masih dijumpai
adanya kendala/hambatan di dalam pelaksanaannya, Namun, di dalam
pelaksanaannya pada masa mendatang dirasa akan dapat ditingkatkan dan
diharapkan memperoleh hasil yang lebih baik.
Hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian dua indikator kinerja utama
/sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar
Tahun 2025
Sasaran 1. Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana
Target : 0,59 Realisasi : 0,41 Capaian kinerja : 69,49
Untuk mencapai target Indeks yang telah ditentukan, diperlukan
peningkatan kerjasama dalam rangka pencapaian peningkatan
efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan
kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, serta
pengembangan sistem pemulihan bencana.

Sasaran 2. Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Target Nilai SAKIP perangkat Daerah A(84,81) Realisasi :
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A(85,34). Capaian Kinerja : 100,62

Guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah akan menindaklanjuti dan

memanfatkan hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah.

B. Langkah Perbaikan

Langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Blitar untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain

Meningkatkan kerjasama antara pemangku kepentingan PB;
Mengaktifkan kegiatan pada fase pascabencana;
Menumbuhkan komitmen dari pegawai dalam mengikuti proses
penyusunan dan pengukuran kinerja.
Sebagaimana dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 4.1

Rencana Tindak Lanjut LKjIP Badan Penanggulangan Daerah Kota
Blitar Tahun 2025

No Langkah Rencana Tindak Pemetaan Ukuran Timeline
Perbaikan Lanjut Program/Kegiatan/ Keberhasilan Tahun Tahun | Tahun
LKjIP Sub Kegiatan 2026 2026 2027
(murni) | (peruba
han)
1 | Meningkatka | Melakukan - Program Meningkat N N N
n kerjasama | rapat koordinasi Penanggulangan nya nilai IKD
antara secara berkala Bencana
pemangku dengan OPD - Kegiatan Penataan
kepentingan | terkait, dan Sistem Dasar
PB instansi vertikal Penanggulangan
untuk Bencana
menyamakan - Sub Kegiatan
persepsi Kerjasama antar
mengenai Lembaga dan
pentingnya nilai Kemitraan dalam
IKD dan Penanggulangan
pembagian Bencana
peran yang jelas
dalam
pemenuhan
data/dokumen
pendukung
2 | Mengaktifkan | Melakukan - Program Tersusunnya N N N
kegiatan koordinasi Penanggulangan SOP
pada fase penanganan Bencana JITUPASNA
pasca pasca - Kegiatan
bencana bencana Penataan Sistem
Dasar
Penanggulangan
Bencana
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No Langkah Rencana Tindak Pemetaan Ukuran Timeline
Perbaikan Lanjut Program/Kegiatan/ Keberhasilan Tahun Tahun | Tahun
LKjIP Sub Kegiatan 2026 2026 2027
(murni) | (peruba
han)
- Sub Kegiatan
Koordinasi
Penanganan Pasca
Bencana
Kabupaten/Kota
3 | Kurangnya Melakukan Program Telah N N N
respon atau pembahasan Penunjang Urusan | menyajikan
komitmen terhadap Pemerintahan analisa
dari pegawai | pengukuran Daerah permasalahan
dalam kinerja untuk Kabupaten /Kota /hambatan
mengikuti mendukung - Kegiatan dan lainnya
proses capaian Perencanaan, yang
penyusunan | kinerja yang Penganggaran, berorientasi
dan diharapkan dan Evaluasi kinerja pada
pengukuran | serta Kinerja laporan
kinerja memanfaatka Sub Kegiatan kinerja
n hasil Evaluasi Kinerja periodik
monitoring Perangkat Daerah
dan evaluasi
pengukuran
kinerja untuk
penyesuaian
strategi dan
kebijakan
dalam
mencapai
kinerja

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam LKjIP Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Semoga dapat memberikan

kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar sepanjang tahun

anggaran 2025.

Blitar,

Februari 2026

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan

Nip.196808081997031006
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MATRIKS PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2021 - 2026

VISI : Kota Blitar KEREN, Unggul, Makmur, Bermartabat
MISI : Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET
URAIAN INDIKATOR FORMULASI KONDISI TARGET URAIAN INDIKATOR FORMULASI KONDISI TARGET STRATEGI ARAH KEBJAKAN
PERHITUNGAN AWAL PERHITUNGAN AWAL
2020 2025 2020 2025
Tujuan Misi Indeks Nilai Indeks 0,49 0,62 Meningkatnya Indeks Nilai Indeks 0,49 0,59 Peningkatan 1. Peningkatan
ke-4 ketahanan berdasarkan kapasitas kapasitas berdasarkan kesiapsiagaan kapasitas SDM dan
Meningkatnya daerah hasil penilaian daerah dalam daerah hasil penilaian menghadapi kelembagaan dalam
kapasitas yang dilakukan menghadapi yang bencana penanggulangan
ketangguhan oleh BNPB bencana dilakukan oleh bencana
terhadap BNPB 2. Peningkatan
bencana kelurahan Tangguh
bencana
3. Peningkatan sarana
prasarana
pendukung
penanganan bencana
4. Optimalisasi
koordinasi
penanganan bencana
5. Pemenuhan
prasyarat ketahanan
daerah
Meningkatnya | Nilai SAKIP | Nilai Hasil A A Meningkatnya | Nilai SAKIP | Nilai Hasil A A Peningkatan Menindaklanjuti dan
Tata Kelola Perangkat Evaluasi SAKIP (83,71) | Kinerja Perangkat Evaluasi (83,71) | Kinerja Perangkat memanfatkan hasil
Perangkat Daerah BPBD yang Perangkat Daerah SAKIP BPBD Daerah evaluasi dari
Daerah dikeluarkan oleh Daerah yang Inspektorat Daerah.
Inspektorat dikeluarkan 1. Mereviu kembali
Daerah oleh dokumen
Inspektorat perencanaan
Daerah 2. Melakukan evaluasi
terhadap pengukuran
kinerja untuk
mendukung capaian
kinerja yang
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diharapkan

3. Mengoptimalkan
sosialisasi informasi
dalam laporan kinerja
untuk meningkatkan
pemahaman dan
kepedulian seluruh
pegawai

Blitar, Januari 2025
Kepa,lg-,PeIaksam Badan Penanggulangan Bencana
: Qaqrah Kopta Blitar
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RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR

TUJUAN

: Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana
INDIKATOR : Indeks Ketahanan Daerah

SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
NO URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGE URAIAN INDIKATOR TARGE URAIAN INDIKATOR SUB TARGET ANGGARAN
SASARAN PROGRAM T KEGIATAN T KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Meningkatny Indeks 0,59 Program Persentase SDM 94 % Pelayanan Persentase 100 % Sosialisasi, Jumlah warga 950 orang 138.641.000
a kapasitas kapasitas penanggulangan penanganan Informasi Rawan Warga Negara Komunikasi, negara termasuk
daerah dalam | daerah bencana bencana yang Bencana yang Informasi dan kelompok rentan di
menghadapi terlatih Kabupaten / Kota | memperoleh Edukasi (KIE) Kawasan rawan
bencana layanan Rawan Bencana bencana kabupaten
informasi Kabupaten /Kota / kota yang
rawan bencana (per jenis memperoleh
ancaman bencana | sosialisasi,
komunikasi,
informasi dan
edukasi sesuai jenis
ancaman bencana
yang ada di
Kawasan tempat
tinggalnya selama 1
(satu) tahun
Jumlah 3 kel Penyusunan Jumlah dokumen 1 dokumen 150.000.000
kelurahan Kajian Risiko Kajian Risiko
Tangguh Bencana Bencana (KRB)
bencana sampai dengan
kategori madya dinyatakan
sah/legal
Persentase 70% Pelayanan Persentase 100% Penguatan Jumlah Kawasan 21 kawasan 212.105.400
kelengkapan Pencegahan dan Pelayanan Kapasitas yang ditingkatkan
sarana prasarana Kesiapsiagaan Pencegahan Kawasan untuk kapasitasnya dalam
pendukung Terhadap dan Pencegahan dan pencegahan dan
penenganan Bencana Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan kesiapsiagaan
bencana Terhadap bencana
Bencana
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SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
NO URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGE URAIAN INDIKATOR TARGE URAIAN INDIKATOR SUB TARGET ANGGARAN
SASARAN PROGRAM T KEGIATAN T KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Persentase 100% Pengembangan Jumlah personil TRC 27 orang 24.487.004
kecepatan Kapasitas Tim yang dikembangkan
respon kurang Reaksi Cepat kapasitas teknis dan
dari 24 jam (TRC) Bencana manajerialnya
untuk setiap Kabupaten/Kota
status darurat
Penyusunan Jumlah dokumen 1 dokumen 59.960.000
Rencana Rencana
Penanggulangan Penanggulangan
Kedaruratan Kedaruratan
Bencana Bencana (RPKB)
yang dilegalisasi
Pengendalian Jumlah laporan 12 laporan 163.879.056,27
Operasi dan layanan pusat
Penyediaan pengendalian
Sarana Prasarana Operasi (pusdalops)
Kesiapsiagaan dengan maklumat
Terhadap pelayanan yang sah
Bencana dan legal sesuai
Kabupaten / Kota dengan jenis
ancaman bencana
yang ada di
kawasan tempat
tinggalnya
Pelatihan Jumlah warga 8 kawasan 31.458.900
Pencegahan dan negara termasuk
Mitigasi Bencana kelompok rentan di
Kabupaten/Kota kawasan rawan
bencana kabupaten
/ kota yang
mengikuti pelatihan
pencegahan dan
mitigasi bencana
Pelayanan Persentase 100% Pencarian, Jumlah korban yang 50 orang 57.288.200
Penyelamatan Pelayanan Pertolongan dan berhasil ditemukan,
dan Evakuasi Penyelamatan Evakuasi Korban ditolong, dan
Korban Bencana dan Evakuasi Bencana dievakuasi per jenis
Korban Kabupaten / Kota kejadian bencana
Bencana
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SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
NO URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGE URAIAN INDIKATOR TARGE URAIAN INDIKATOR SUB TARGET ANGGARAN
SASARAN PROGRAM T KEGIATAN T KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyediaan Jumlah korban 50 orang 34.776.000
Logistik bencana yang
Penyelamatan mendapatkan
dan Evakuasi distribusi logistik
Korban Bencana penyelamatan dan
Kabupaten / Kota evakuasi korban
bencana
Penataan Sistem Persentase 100% Kerjasama antar Jumlah dokumen 1 dokumen 39.175.400
Dasar Dokumen lembaga dan kerjasama antar
Penanggulangan Penataan kemitraan dalam lembaga dan
Bencana Sistem Dasar penanggulangan kemitraan dalam
Penanggulanga bencana penanggulangan
n Bencana yang kabupaten/kota bencana
telah Tersusun
Bimbingan Teknis Jumlah aparatur 20 orang 82.707.300
Pasca Bencana BPBD
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
dan lintas perangkat
daerah
Kabupaten/Kota
yang memiliki
kemampuan teknis
dalam Menyusun
dokumen
Pengkajian
Kebutuhan
Pascabencana
(JITUPASNA) dan
Rencana
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Pascabencana (R3P)
2 Meningkatny Nilai SAKIP A (84,81) | Program Indeks Baik Perencanaan, Persentase 100 % Penyusunan Jumlah dokumen 12 dokumen 2.684.300
a Kinerja Perangkat Penunjang Urusan | Kepuasan (85,34) | Penganggaran, penyusunan Dokumen perencanaan
Perangkat Daerah Pemerintahan Masyarakat dan Evaluasi dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Daerah Daerah Kinerja Perangkat | perencanaan Perangkat Daerah
Daerah dan pelaporan
yang tepat
waktu dan
sesuai standar
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SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
NO URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGE URAIAN INDIKATOR TARGE URAIAN INDIKATOR SUB TARGET ANGGARAN
SASARAN PROGRAM T KEGIATAN T KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Koordinasi dan Jumlah Laporan 20 laporan 3.704.600
Penyusunan capaian kinerjadan
Laporan Capaian ikhtisar realisasi
Kinerja dan kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Laporan hasil
Kinerja SKPD koordinasi
penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Administrasi Persentase 100 % Penyediaan Gaji Jumlah orang yang 17 org/bin 2.366.403.974
Keuangan pelayanan dan Tunjangan menerimaGaji dan
Perangkat Daerah | administrasi ASN Tunjangan ASN
keuangan
perangkat
daerah sesuai
standar
Koordinasi dan Jumlah laporan 5 laporan 3.709.000
Penyusunan keuangan
Laporan Bulanan/Triwulanan
Keuangan /
Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD
an/Semesteran dan laporan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan
/
Semesteran SKPD
Administrasi Persentase 100% Pengadaan Jumlah Paket 2 paket 30.944.600
Kepegawaian pelayanan Pakaian Dinas Pakaian Dinas
Perangkat Daerah | administrasi beserta Atribut beserta Atribut
kepegawaian Kelengkapannya Kelengkapan
perangkat
daerah yang
sesuai standar
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SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
NO URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGE URAIAN INDIKATOR TARGE URAIAN INDIKATOR SUB TARGET ANGGARAN
SASARAN PROGRAM T KEGIATAN T KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sosialisasi Jumlah Orang yang 25 orang 130.128.010
Peraturan mengikuti Sosialisasi
Perundang - Peraturan
Undangan Perundang —
Undangan
Administrasi Persentase 100 % Penyediaan Jumlah paket 1 paket 17.102.500
Umum Perangkat ketersediaan Komponen komponen instalasi
Daerah administrasi Instalasi Listrik / listrik/penerangan
umum Penerangan bangunan kantor
perangkat Bangunan Kantor yang disediakan
daerah yang
tersedia sesuai
standar
Penyediaan Jumlah paket 1 paket 22.184.700
Peralatan dan Peralatan dan
Perlengkapan Perlengkapan
Kantor Kantor yang
disediakan
Penyediaan Jumlah paket 1 paket 11.218.700
Peralatan Rumah peralatan rumah
Tangga tangga yang
disediakan
Penyediaan Bahan | Jumlah paket Bahan 1 paket 20.732.390
Logistik Kantor LogistikKantor yang
disediakan
Penyediaan Jumlah paket 1 paket 21.315.238
Barang Cetakan barang cetakan dan
dan Penggandaan penggandaan yang
disediakan
Penyediaan Jumlah dokumen 24 dokumen 5.400.000
Bahan Bacaan dan | Bahan Bacaandan
Peraturan Peraturan
Perundang- Perundang-
Undangan Undangan yang
disediakan
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SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
NO URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGE URAIAN INDIKATOR TARGE URAIAN INDIKATOR SUB TARGET ANGGARAN
SASARAN PROGRAM T KEGIATAN T KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyelenggaraan Jumlah laporan 30 laporan 108.772.700
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan
dan Konsultasi Rapat Koordinasi
SKPD dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Persentase 100% Pengadaan Mebel | Jumlah paket mebel 7 unit 25.148.000
Barang Milik penyediaan yang disediakan
Daerah Barang Milik
Penunjang Daerah
Urusan Penunjang
Pemerintah Urusan sesuai
Daerah kebutuhan
Pengadaan Jumlah unit 7 unit 76.866.200
Peralatan dan Peralatan dan
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang
disediakan
Penyediaan Jasa Persentase 100 % Penyediaan Jasa Jumlah laporan 36 laporan 77.570.487
Penunjang penyediaan Komunikasi, Penyediaan Jasa
Urusan jasapenunjang Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber
Pemerintahan urusan dan Listrik Daya Air dan Listrik
Daerah pemerintahan yang disediakan
daerah yang
tersedia sesuai
standar
Penyediaan Jasa Jumlah laporan 13 laporan 535.057.500
Pelayanan Umum Penyediaan Jasa
Kantor Pelayanan Umum
Kantor yang
disediakan
Pemeliharaan Persentase 100 % Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 9 unit 117.100.800
Barang Milik BMD yang Pemeliharaan, Dinas Operasional
Daerah terpelihara Biaya atau lapangan yang
Penunjang sesuai standar Pemeliharaan, dipelihara dan
Urusan Pajak,dan dibayarkan pajak
Pemerintahan Perizinan dan perizinannya
Daerah Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

95




SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
NO URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGE URAIAN INDIKATOR TARGE URAIAN INDIKATOR SUB TARGET ANGGARAN
SASARAN PROGRAM T KEGIATAN T KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pemeliharaan Jumlah Mebel yang 18 unit 7.990.000
Mebel dipelihara
Pemeliharaan Jumlah peralatan 33 unit 49.195.000
Peralatan dan dan MesinLainnya
Mesin Lainnya yang dipelihara
Pemeliharaan Jumlah Gedung 1 unit 52.975.800
/Rehabilitasi Kantor dan
Gedung Kantor Bangunan Lainnya
dan Bangunan yang
Lainnya Dipelihara/Direhabil
itasi
Pemeliharaan Jumlah Sarana dan 1 unit 90.049.599,73
/Rehabilitasi Prasarana
Sarana dan Pendukung Gedung
Prasarana Kantor atau
Pendukung Bangunan Lainnya
Gedung Kantor yang
atau Bangunan Dipelihara/Direhabil
Lainnya itasi
- Blitar, Oktober 2025

Kepaia Pdaksana B&dan ¥

anggulangan Bencana

o PembmaT
mp ;6680808 199703 1 006
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PERNYATAAN PERUBAHAN PERJAN]JIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BLITAR

KOTA BLITAR

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS SUHERLI, S.H.
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.
Jabatan : Walikota Blitar
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

,«,B!ifar 20.Oktober 2025
2 Batai Pgpa

“Pembina Tingkat A(1V/b)
MP 1968060817031006

Printed on @APLIKAST SAKTP KOTA BLITAR Halaman 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA BLITAR
No Sasaran Stratregis Indikator Kinerja Target
1 i:i:rg:fakatnya kapasitas daerah dalam menghadapi Indeks Kapasitas Daerah 0.59(Indeks)
2 [Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 84.81(Nilai)
No |Program Anggaran (Rp.) | Keterangan
1 |PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 994,478,260.27 | goee Alokas Umum
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Dana Alokasi Umum

2 KABUPATEN/KOTA 3,776,254,098.73 (DAU)

Total: 4,770,732,359.00

Printed on @APLIKAST SAKTP KOTA BLITAR Halaman 2 Bodan Penanggulangan Bencana Daerah



Perangkat Daerah

PENGUKURAN KINERJA

: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tahun : 2025
NO SASARAN INDIKATOR FORMULASI | TARG | REAL % KET PROGRAM PAGU (Rp) REALI % KET
STRATEGIS KINERJA PERHITUNG ET ISASI SASI
AN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Meningkatnya Indeks kapasitas Nilai Indeks 0,59 0,41 69,49 1. Terdapat Program 994.478.260,27 815.238.078 81,98 Bulitnya
kapasitas daerah | daerah berdasarkan Perubahan sistem Penanggulangan mengimplementasi
dalam hasil penilaian pengukuran Bencana lkan kebijakan baru
menghadapi yang ketahanan daerah..
bencana dilakukan oleh Perubahan pada

BNPB

tahun 2025 lebih
bersifat penyempurn
aan metodologi dan
adaptasi
implementasi di
tingkat daerah.

2. Kurang
lengkapnya dokumen
dan bukti dukung
terutama pada
prioritas
pengembangan
sistem pemulihan
bencana, hal ini
dikarenakan belum
pernah menyusun
perencanaan
pemulihan
pelayanan dasar
pemerintah, strategi
pemulihan
infrastruktur penting
maupun pemulihan
penghidupan
masyarakat
pascabencana
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NO SASARAN INDIKATOR FORMULASI | TARG | REAL % PROGRAM PAGU (Rp) REALI % KET
STRATEGIS KINERJA PERHITUNG ET ISASI SASI
AN
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
2 Meningkatnya Nilai SAKIP Nilai Hasil A A 100,62 Program 3.776.254.098,73 3.445.692.703 91,25
kinerja perangkat daerah | Evaluasi (84,81) | (85,34) Penunjang Urusan
perangkat SAKIP BPBD pemerintahan
daerah yang Daerah
dikeluarkan
oleh
Inspektorat
Daerah
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SALAM TANGGUH



KOTA BUTAR

PEMERINTAH KOTA BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Merdeka Nomor 105, Blitar, 66117, Telp. (0342) 801171-801271
https://setda.blitarkota.go.id, e-mail : setdaerah@blitarkota.go.id

BERITA ACARA
NOMOR : 069.5/ 02 /410.030.2/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh
Enam, yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama : YULIANI INDARYANTI S.Pd
NIP . 197407112006042017
Pangkat / Golongan . Penata Tingkat | / (l1l/d)
Jabatan . Perencana Ahli Muda Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Blitar
yang selanjutnya disebut pihak PERTAMA (Peserta Desk LKj IP)

2. Nama : YUNITA RAHMAWATI S.T.
NIP . 198205102009012006
Pangkat / Golongan . Penata Muda Tingkat | / (llI/b)
Jabatan . Analis Kebijakan Ahli Pertama Badan Perencanaan

Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Blitar
yang selanjutnya disebut pihak KEDUA (Petugas Desk LKj IP)

telah melaksanakan desk atas kebenaran data dan informasi yang disajikan pada
dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]j IP) Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Dibuat di Blitar, 18 Februari 2026

Pihak Kedua Pihak Pertama
Analis Kebijakan Ahli Pertama Perencana Ahli Muda Badan Penanggulangan
Badan Perencanaan Bencana Daerah Kota Blitar

Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kota Blitar

i

YUNITA RAHMAWATI S.T. YULIANI INDARYANTI S.Pd

Penata Muda Tingkat | (11i/b) Penata Tingkat | (lli/d)
NIP. 198606132015012001 NIP. 197407112006042017

‘Mengetahui / Mengesahkan
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
- Bencana Paerah Kota Blitar

L
AGUS SUH LI S.H
Pembina Tirgkat | (IV/b)

NIP. 196808081997031006




